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ABSTRAK 
 
 

KONTRIBUSI SEKTOR PARIW ISATA TERHADAP 
PENDAPATAN ASLI DAERAH  

 
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Klaten 

 
 

Niko Setyahadi 
042114080 

Universitas Sanata Dharma 
Yogyakarta 

2009 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 
pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten. 
Selain mengukur kontribusi, penelitian ini juga untuk mengetahui efektivitas dan 
efisiensi pendapatan pariwisata, serta mengukur korelasi antara pendapatan sektor 
pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.  
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi, 
analisis efektivitas, analisis efisiensi, serta korelasi product moment.  
 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada periode tahun anggaran 
2003 sampai dengan tahun 2007, dapat diketahui rata-rata kontribusi 1,98%, rata-
rata efektivitas 101,40 %, rata-rata efisiensi 498,19%, dan anailisis korelasi 
menunjukan nilai r = -0,638 yang tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan 
tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dengan pendapatan asli 
daerah. 
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ABSTRACT 
 

THE CONTRIBUTION OF TOURISM SECTOR TOWARD 
REGIONAL ORIGINAL REVENUE PRODUCT 

 
A Case Study at Klaten Regency 

 
Niko Setyahadi 

042114080 
Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 
2009  

 
This research was aimed to identify the contribution amount of tourism 

sector income to regional revenue of Klaten regency. Besides that, this research is 
meant was also recognize the effectiveness and efficiency of the tourism sector 
income and also to measure the correlation between tourism sector income and 
regional original revenue. 

The techniques of  data collection ware interview and documentation. The 
data analysis techniques were contribution analysis, effectiveness analysis, 
efficiency analysis and product moment correlation.  

Based on the analysis that had been done for the budget years of  2003-
2007, it could be recognized that the contribution average  was 1,98%, the 
efficiency average was 498,19% and the correlation analysis showed that r: -0, 
638 which was not significant, so that it could be concluded that there was no 
relation between tourism sector income and regional original revenue.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah 

daerah, berkaitan dengan pemerintahan daerah dan keuangan daerah untuk 

mengatur keuangan daerahnya secara lebih mandiri, hal ini diwujudkan dalam 

Undang-undang No. 5 Tahun 1974, Undang-undang No. 18 Tahun 1997, dan 

Undang-undang No. 34 Tahun 2000. Pemerintah daerah diharapkan untuk 

mampu menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut 

berdasarkan asas Keadilan dan asas Manfaat (Ibnu Syamsi, 1993). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan 

penyelenggaraan otonom i daerah, seperti yang dikemukakan Syamsi, faktor-

faktor tersebut adalah : kemampuan struktural organisasinya, kemampuan 

aparatur daerah, kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dan 

kemampuan keuangan daerah. Di antara faktor-faktor tersebut, faktor 

keuangan merupakan faktor essensial untuk mengukur tingkat kemampuan 

daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena 

pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab harus 

didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Daerah 

otonom diharapkan mempunyai pendapatan sendiri untuk membiayai 

penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Pamudji yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah tidak dapat 
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melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup 

untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan inilah yang 

merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata  

kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. 

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal 

dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-

sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat 

dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk 

pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. 

Dari keadaan tersebut maka pemerintah daerah harus mengetahui 

sumber-sumber penerimaan PAD yang dapat memberikan sumbangan tinggi 

dalam meningkatkan daerahnya, salah satunya adalah Pendapatan Sektor 

Pariwisata.  

Setiap kabupaten memiliki perbedaan kontribusi masing-masing pos 

penerimaan pada Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan kepariwisataan 

merupakan perangkat yang sangat penting di dalam pembangunan daerah 

dalam otonomi daerah sekarang ini. Artinya bahwa bidang pariwisata 

mempunyai peran yang sangat penting dan stategis bagi pengembangan suatu 

daerah terlebih lagi dengan era otonomi daerah, dimana setiap daerah dituntut 

untuk dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat 

memberikan kontribusi bagi pendapatan asli suatu daerah (PAD). 

Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu 

dilakukan oleh pemerintah daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau 
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manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan 

masyarakat serta  memperkenalkan seni budaya daerah dan hasil kerajinan 

daerah untuk dapat dipasarkan kepada wisatawan, baik  mancanegara maupun  

nusantara, dan yang tidak kalah penting adalah dapat memberikan kontribusi 

bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang terletak di Propinsi Jawa 

Tengah yang banyak mempunyai potensi pariwisata, mulai dari wisata 

budaya, wisata  alam, kesenian tradisional, upacara tradisional serta tempat-

tempat bersejarah lainnya. Secara umum potensi-potensi wisata yang ada di 

Kabupaten Klaten belum mempunyai dampak yang signifikan terhadap 

masyarakat sekitar serta pelaku wisata(Arison, 2005). Merupakan hal yang 

sangat ironis dimana Klaten mempunyai potensi pariwisata yang cukup 

banyak, tetapi manfaat atau keuntungan yang diperoleh kurang optimal 

sebagai akibat kurangnya upaya untuk mengembangkan potensi pariwisata 

yang ada di Kabupaten Klaten. 

Bertitik tolak dari pentingnya PAD dalam melaksanakan kegiatan 

pemerintahan daerah maka penulis tertarik untuk melakukan  penelitian ini, 

sehingga dapat mengetahui kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap 

PAD di Kabupaten Klaten. 

B. Rumusan Masalah 

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan Sektor Pariwisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah? 
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2. Apakah pendapatan dari Sektor Pariwisata sudah efektif? 

3. Apakah pendapatan dari Sektor Pariwisata sudah efisien? 

4. Bagaimana hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dengan PAD? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penerimaan dan 

kontribusi pendapatan sektor pariwisata.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Sektor Pariwisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

2. Mengetahui apakah pendapatan dari Sektor Pariwisata sudah efektif.  

3. Mengetahui apakah pendapatan dari Sektor Pariwisata sudah efisien. 

4. Mengetahui bagaimana hubungan antara pendapatan sektor pariwisata 

dengan PAD. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi penulis 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan 

pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik, terutama mengenai 

kontribusi Sektor Pariwisata  terhadap PAD di Kabupaten Klaten dan 
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sejauh mana ilmu yang didapatkan di Universitas dapat diterapkan di 

masyarakat. 

2. Manfaat bagi Universitas 

Diharapkan dari penelitian ini dapat disusun sebuah skripsi yang baik 

sehingga nantinya dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

tentang sektor publik, yaitu mengenai kontribusi Sektor Pariwisata 

terhadap PAD di Kabupaten Klaten. 

3. Manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Klaten.  

Dengan adanya penelitian ini diharap dapat memberi sumbangan 

pemikiran kepada Pemerintah Kabupaten Klaten. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I    : Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II   : Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung dan dipergunakan 

sebagai dasar dalam pengolahan data  yang diperoleh dari pemerintah 

daerah. 
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Bab III  : Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

Bab IV  : Gambaran Umum Kabupaten Klaten 

Bab ini berisi tentang sejarah singkat, kondisi fisik, pariwisata, 

pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, dan 

pemerintahan. 

Bab V   : Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisisa dan pembahasannya. 

Bab VI  : Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari 

analisa data, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran-

saran yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten
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Bab II 

Landasan Teori 

 

A. Pajak Daerah 

1. Pengertian Pajak Daerah 

Menurut Davey (1998 : 39-40) Pajak Daerah dapat diartikan sebagai 

berikut : 

a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari 

daerahnya sendiri.  

b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional te tapi penerapan 

tarifnya dilakukan oleh daerah. 

c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah. 

d. Pajak yang ditetapkan dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat 

tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi-hasilkan dengan, 

atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah. 

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang yang dapat berdasarkan peraturan perundang- undangan 

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggarakan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
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Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah 

tangganya sendiri (Daerah Otonom), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi 

dan Daerah kabupaten/ Kota. (Mardiasmo, 2000:93) 

2. Prinsip-prinsip Perpajakan Daerah 

Apabila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak 

negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan yang baik pada 

umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang 

perpajakan daerah. 

Prinsip-prinsip perpajakan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut 

(Sidik, 2000): 

a. Prinsip yang memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya 

dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan 

masyarakat. 

b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan 

kelompok masyarakat, sehingga tidak ada yang kebal pajak. 

c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, 

pelayanan memuaskan bagi Wajib Pajak. 

d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul 

motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak. 

e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan 

yang menim bulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian, pada 

dasarnya setiap pajak atau pungutan menim bulkan beban tambahan 
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yang berlebihan, sehingga akan menimbulkan kerugian masyarakat 

secara menyeluruh. 

3. Jenis Pajak Daerah 

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan UU Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 

tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi 

dua macam, yaitu : (Mardiasmo, 2000:93) 

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten / Kota), terdiri atas : 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan jalan 

6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. 

Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada obyek pajak yang 

belum dikenakan oleh Negara (pusat). Di samping itu ada ketentuan 

bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh 

memasuki obyek pajak yang lebih tinggi tingkatnya. Tarif Pajak 
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Daerah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing 

daerah. 

4. Ciri-ciri Perpajakan Daerah 

a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan 

antara penerimaan pajak harus lebih besar dibanding ongkos 

pemungutannya. 

b. Relatif stabil 

c. Dasar pengenaan pajak merupakan perpaduan antara prinsip 

keuntungan dan kemampuan membayar. 

d. Balas jasa tidak dapat dinikmati secara langsung. 

 

B. Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 

1. Pendahuluan 

Secara garis besar kebijakan akuntasi ini meliputi beberapa hal, 

sebagai berikut (Bastian, 2002:47): 

a. Pengukuran atau measurment, adalah penentuan jumlah rupiah yang 

dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi. 

b. Penilaian atau valuation, adalah penentuan jumlah rupiah yang harus 

ditetapkan untuk setiap pos laporan pada tanggal laporan. 

c. Definisi adalah pengertian istilah atau nama-nama rekening yang 

digunakan dalam laporan keuangan. 
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d. Pengakuan atau recognition, berhubungan dengan apakah suatu 

transaksi dicatat atau tidak dengan beberapa kriteria pengakuan yaitu 

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui. 

e. Pengungkapan/ penyajian atau disclosure/ presentation yaitu 

berhubungan dengan bagaimana suatu informasi keuangan disajikan 

dalam laporan keuangan. 

2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Keuangan Daerah (Bastian, 2002: 48-

54) 

a. Kebijakan Umum Laporan Keuangan Daerah 

1) Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban 

Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya 

ekonomi yang digunakan. 

2) Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan 

informasi keuangan kepada para pemakai. 

3) Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran, 

laporan arus kas, laporan surplus-defisit, laporan perubahan modal 

ekuitas dan neraca. 

4) Asumsi dasar atas transaksi adalah transaksi diakui atas dasar 

akrual. 

5) Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran 

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan 

1) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam bentuk 

dan bahasa yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunaanya. 
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2) Relevan, artinya penyajian informasi keuangan harus sesuai 

dengan tujan pemanfaatannya. 

3) Andal, artinya informasi keuangan memiliki kualitas andal jika 

bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan yang materiil dan 

dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur. 

4) Dapat diperbandingkan, artinya informasi keuangan suatu daerah 

harus dapat diperbandingkan dengan informsi keuangan periode 

sebelumnya dalam daerah yang sama dan dapat diperbandingkan 

dengan informasi keuangan daerah lain dalam periode yang sama. 

c. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan 

1) Definisi Pendapatan 

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atas penurunan utang/ 

kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode 

akuntansi atau periode anggaran tertentu 

2) Terdapat dua kriteria pengakuan pendapatan secara umum yaitu: 

a) Pendapatan Baru dapat diakui bilamana jum lah rupiah 

pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera 

terealisasi. 

b) Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut 

sudah terhimpun/ terbentuk. 

3) Pemerintah daerah mempunyai pengakuan dan pengukuran 

pendapatan Pajak Daerah yaitu meliputi : 
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a) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

b) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak hotel dan 

Restoran. 

c) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Reklame. 

d) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Hiburan. 

e) Pengakuan dan pengukuran Pajak Penerangan Jalan 

f) Pengukuran dan pengakuan pendapatan lain-lain yang sah. 

g) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Retribusi Daerah 

h) Pengukuran dan pengukuran bagian laba BUMN. 

d.  Kebijakan Akuntasnsi untuk Belanja/ Biaya 

1) Definisi Belanja/ Biaya 

Belanja/ Biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang 

yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode 

akuntansi atau periode anggaran tertentu. 

2) Pengakuan dan pengukuran Belanja/ Biaya 

Belanja/ Biaya diakui dalam laporan keuangan kalau 

penurunan manfaat ekonom i masa depan yang berkaitan dengan 

penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan 

apabila pengukurannya dapat diuji serta bebas dari bias. 
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C. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Secara eksplisit dalam penjelasan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 

tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menyatakan sebagai berikut 

(Penjelasan Undang-undang No. 5, 1974:102): “ Agar supaya daerah dapat 

mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya 

perlu diberikan sumber-sum ber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat 

bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka 

kepala daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan 

sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

PAD adalah penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, pungutan jasa 

layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan 

penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang 

bersangkutan (Devas, 2001: 31). 

PAD (Widjaja, 2001: 42) merupakan salah satu modal dasar pemerintah 

daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. 

PAD juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam 

mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan 

daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai salah satu sumber PAD 

harus dominan dan mampu memikul beban biaya yang diperlukan daerah. 

PAD terdiri dari : 

1. Hasil Pajak Daerah 

2. Hasil Retribusi Daerah 
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3. Hasil Usaha Perusahaan Daerah 

4. Lain-lain Usaha Daerah yang sah 

Karena PAD harus dominan dan mengingat titik berat otonomi daerah 

adalah di Kabupaten/ Kota maka Kabupaten/ Kota dituntut untuk lebih 

menggali dan lebih meningkatkan PAD guna membiayai urusan rumah 

tangganya sendiri. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dan kreativitas dari 

Pemerintah kabupaten untuk mengupayakan peningkatan PAD. Semakin besar 

sumbangan PAD kepada APBD berarti semakin kecil ketergantungan daerah 

kepada pemerintah atasannya. Peningkatan dan pengembangan sumber atau 

potensi PAD akan sangat mendukung otonomi suatu daerah jika penarikan 

PAD memenuhi kriteria hasil, keadilan, efisiensi, efektivitas dan kecocokan 

obyek sebagai sumber PAD. Untuk itu perlu dikaji terlebih dahulu secara 

seksama guna menentukan sumber yang potensial sehingga biaya 

pengumpulannya dapat ditekan seminimal mungkin. 

 

D. Pariwisata 

1. Pengertian 

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang 

Kepariwisataan Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan 

perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara 

sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik 

wisata. Jadi pengertian wisata itu mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan 

perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) 
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Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek 

dan daya tarik wisata.  

Sedangkan pengertian objek dan daya tarik wisata menurut Undang-

undang Nomor 9 Tahun 1990 yang menjadi sasaran perjalanan wisata 

yaitu meliputi : 

a.  Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta 

flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan 

rimba dengan tumbuhan hutan tropis, serta binatang-binatang langka. 

b. Karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, 

peninggalan sejarah, seni budaya, wisata agro (pertanian), wisata tirta 

(air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan. 

c.  Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, 

industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-

tempat ibadah, tempat-tempat ziarah dan lain-lain. 

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan, Pariwisata adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata, termasuk pengusahaan 

obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang 

tersebut. Sedangkan Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. 

2. Usaha-usaha yang Terkait di Bidang Pariwisata 

a.   Semua kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata. 
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b.  Pengusahaan objek dan daya tarik wisata, seperti : Kawasan wisata, 

taman rekreasi, kawasan peninggalan sejarah ( candi, makam), museum, 

waduk, pagelaran seni budaya, tata kehidupan masyarakat, dan yang 

bersifat alamiah : keindahan alam, gunung berapi, danau, pantai dan 

sebagainya. 

c.   Pengusahaan jasa dan sarana pariwisata, yakni : 

1). Usaha jasa pariwisata (biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, 

pramuwisata, konvensi, perjalanan insentif dan pameran, impresariat, 

konsultan pariwisata, informasi pariwisata); 

2). Usaha sarana pariwisata yang terdiri dari : akomodasi, rumah makan, 

bar, angkutan wisata dan sebagainya; 

3). Usaha-usaha jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata. 

 

E. Pendapatan Sektor Pariwisata 

Pendapatan Sektor Pariwisata terdiri dari : Retribusi Obyek dan Daya 

Tarik W isata ( Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002 ) 

dan Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan (Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002). 

1. Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata ( Peraturan Daerah Kabupaten 

Klaten Nomor 20 Tahun 2002 ) 

a. Obyek dan Daya tarik Wisata terdiri dari : 

1) Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya dan Sejarah 

2) Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam/ Rekreasi 
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3) Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus 

b. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

1) Dengan melaksanakan pengusahaan obyek dan daya tarik wisata 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Perda Kab. Klaten No. 20 

Tahun 2002, Pemerintah memungut retribusi dengan nama 

Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata. 

2) Obyek Retribusi adalah pengusahaan obyek dan daya tarik wisata 

yang dilaksanakan oleh Pemerintah. 

3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan kendaraan yang 

dipergunakannya untuk memasuki lokasi Obyek dan Daya Tarik 

Wisata yang dikuasai pengusahaannya oleh Pemerintah. 

c. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif 

Retribusi 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif 

retribusi didasarkan pada kompensasi yang layak sebagai pengganti biaya 

pengelolaan dan atau pengusahaan obyek dan daya tarik wisata. 

1) Besarnya tarif retribusi untuk setiap orang ditetapkan sebagai 

berikut : 

a) Obyek dan daya tarik wisata Budaya dan Sejarah 

(1) obyek wisata budaya dan sejarah kelas I (satu) sebesar Rp 

1.500,- (Seribu lima ratus ) rupiah. 

(2) obyek wisata budaya dan sejarah kelas II (dua) sebesar Rp 

750,-    ( tujuh ratus lima puluh ) rupiah. 
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(3) obyek wisata budaya dan sejarah kelas III (tiga) sebesar Rp 

500,-   ( lima ratus ) rupiah. 

b) Obyek dan daya tarik wisata Alam/ Rekreasi 

(1) obyek wisata alam/ rekreasi kelas I (satu) sebesar Rp 

1.000,- (seribu) rupiah. 

(2) obyek wisata alam/ rekreasi kelas II (dua) sebesar Rp 750,- 

(tujuh ratus lima puluh ) rupiah. 

(3) obyek wisata alam/ rekreasi kelas III (tiga) sebesar Rp 500,- 

(lima ratus) rupiah. 

c) Obyek dan daya tarik wisata minat khusus 

(1) obyek wisata minat khusus kelas I (satu) sebesar Rp 2.000,- 

(dua ribu ) rupiah. 

(2) obyek wisata minat khusus kelas II (dua) sebesar Rp. 

1.000,- rupiah. 

(3) obyek wisata minat khusus kelas III (Tiga) sebesar Rp 500 

(lima ratus) rupiah. 

2) Besarnya tarif retribusi kendaraan ditetapkan sebagai berikut : 

a) Kendaraan bermotor roda 2 (dua) sebesar Rp 500,- (lima ratus) 

rupiah. 

b) Sepeda sebesar Rp 200,- (dua ratus) rupiah. 

c) Kendaraan tidak bermotor selain Sepeda yang terdiri dari 

Dokar/ Andong/ Bendi dan gerobak sebesar Rp 300 (tiga ratus) 

rupiah. 
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d) Kendaraan bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 1.000 (seribu) 

rupiah. 

e) Kendaraan bermotor roda 6 (enam) atau lebih sebesar Rp 

2.000,- (dua ribu) rupiah. 

3) Retribusi tidak termasuk biaya pentas hiburan pada event khusus 

dan fasilitas lainnya di obyek wisata. 

4) Besarnya tarif retribusi pada event khusus dan fasilitas la innya 

ditetapkan : 

a) Untuk event khusus : 

Kelas I sebesar Rp 5.000 (lima ribu) rupiah 

Kelas II sebesar Rp 4.000 (empat ribu) rupiah 

Kelas III sebesar Rp 3.000 (tiga ribu) rupiah 

Kelas IV sebesar Rp 2.000 (dua ribu) rupiah 

Kelas V sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah 

b) Untuk fasilitas la innya : 

Kelas I sebesar Rp 4.000 (empat ribu) rupiah 

Kelas II sebesar Rp 3.500 (tiga ribu lima ratus) rupiah 

Kelas III sebesar Rp 3.000 (tiga ribu) rupiah 

Kelas IV sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus) rupiah 

Kelas V sebesar Rp 2.000 (dua ribu) rupiah 

Kelas VI sebesar Rp 1.500 (seribu lima ratus) rupiah 

KelasVII sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah 

Kelas VIII sebesar Rp 500 (lima ratus) rupiah 
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Kelas IX sebesar Rp 300 (tiga ratus) rupiah 

Kelas V sebesar Rp 1.000 (seribu) rupiah 

Pengertian-pengertian lain yang tercakup dalam Obyek dan Daya 

Tarik W isata antara la in (Perda Kab. Klaten No 20 Tahun 2002 tentang 

Obyek dan Daya Tarik Wisata Bab I Pasal I) : 

a.   Obyek dan Daya Tarik W isata adalah segala sesuatu yang menjadikan 

sasaran wisata. 

b.  Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut 

yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk 

menikmati obyek dan daya tarik wisata baik untuk bersenang-senang 

maupun untuk memperluas pengetahuan. 

c.   Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. 

d. Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut 

retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh 

Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. 

e. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 

peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi 

tertentu. 

2. Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan (Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002) 

a. Usaha Jasa Pariwisata, terdiri dari : 
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1) Jasa Biro Perjalanan Wisata 

2) Jasa Agen Perjalanan Wisata 

3) Jasa Pramuwisata 

4) Jasa Konvensi, Perjalanan Intensif dan Pameran 

5) Jasa Impresarial 

6) Jasa Kosultan Pariwisata 

7) Jasa Informasi Pariwisata 

b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata, terdiri dari : 

1) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam 

a) Pemandangan alam atau buatan 

b) Danau, waduk dan sungai 

c) Goa-goa 

d) Taman-taman 

e) Hutani 

f) Kebun binatang dan atau kebun raya 

2) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya 

a) Peninggalan sejarah dan purbakala 

b) Art Galeri 

3) Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat khusus 

4) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, terdiri dari : 

a) Bar 

b) Cafe 

c) Pub 
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d) Bioskop 

e) Rumah billiard (bola sodok) 

f) Panti pijat 

g) Permainan hiburan 

h) Play station 

i) Dunia fantasi 

j) Taman satwa dan pentas satwa 

k) Pentas satwa 

l) Gelanggang renang 

m) Kolam memancing 

n) Balai pertemuan umum besar 

o) Balai pertemuan umum kecil 

p) Barbershop 

q) Salon rias 

r) Taman rekreasi 

s) Hiburan keliling/ Pasar malam 

t) Pentas musik 

u) Olah raga komersial besar 

v) Olah raga komersial kecil 

c. Usaha Sarana Wisata, terdiri dari : 

1) Penyediaan Akomodasi, terdiri dari : 

a) Usaha hotel 

b) Usaha pondok wisata 
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c) Usaha bumi perkemahan 

2) Penyediaan Makan dan Minum  

a) Restoran dan atau Bar 

b) Jasa Boga 

3) Penyediaan Angkutan Wisata 

4) Penyediaan Sarana Wisata Tirta 

5) Penyelenggaraan Kawasan Pariwisata 

d. Daftar Tarif Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan 

Tabel 2.1 
Daftar Tarif Retribusi  

Izin Penyelenggaraan di Bidang Pariwisata 
No. Jenis Usaha Retribusi Keterangan 

1 2 3 4 
I. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usaha Jasa Pariwisata 
1. Jasa Biro Perjalanan Wisata 
2. Jasa Agen Perjalanan Wisata 
3. Jasa Pramuwisata 
4. Jasa Konvensi, Perjalanan 

Intensif dan pameran 
5. Jasa Impesariat 
6. Jasa Konsultan Pariwisata 
7. Jasa Informasi Pariwisata 
 
Pengusahaan Obyek dan Daya 
Tarik Wisata 
1. Obyek Wisata dan Daya Tarik 

Wisata Alam  
a. Pemandangan Alam dan 

atau Buatan 
b. Danau, Waduk dan Sungai 
c. Goa-goa 
d. Taman-taman 
e. Hutani 
f. Kebun B inatang dan atau 

Kebun Raya 
 
 

 
 
Rp     250.000,- 
 
Rp     200.000,- 
Rp       50.000,- 
Rp     100.000,- 
 
Rp     100.000,- 
 
Rp     100.000,- 
 
Rp     100.000,- 
 
 
 
 
 
 
Rp      250.000,- 
 
Rp      250.000,- 
Rp      200.000,- 
Rp      250.000,- 

 
 
Per izin 
 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
 
Per izin 
 
Per izin 
 
Per izin 
 
 
 
 
 
 
Per izin 
 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
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No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jenis Usaha                      
 

2. Obyek Wisata dan Daya Tarik 
Wisata Budaya 
a. Peninggalan Sejarah dan 

Purbakala 
b. Art Galery 

3. Usaha Obyek W isata Daya 
Tarik Wisata Minat Khusus 

4. Usaha Rekreasi dan Hiburan 
Umum 
a. Bar 
b. Cafe 
c. Pub 
d. Bioskop 
e. Rumah Billiard (Bola 

Sodok) 
f. Rumah Billiard (Bola 

Sodok) 
g. Panti Pijat 
h. Panti Pijat 
i. Permainan Hiburan 
j. Permainan Hiburan 
k. Play Station 
l. Play Station 
m. Dunia Fantasi 
n. Taman Satwa dan Pentas 

Satwa 
o. Pentas Satwa 
p. Gelanggang Renang 
q. Kolam Memancing 
r. Balai Pertemuan Umum 

Besar 
s. Balai Pertemuan Umum 

Kecil 
t. Barbershop 
u. Salon Rias 
v. Taman Rekreasi 
w. Hiburan Keliling/ Pasar 

Malam 
x. Hiburan Keliling/ Pasar 

Malam 
y. Pentas Musik 
z. Pentas Satwa 
aa. Olah Raga komersial Besar 
bb. Olah Raga Komersial Kecil 

Rp      250.000,- 
 
Rp      250.000,- 
 
 

Retribusi 
 
 
 
Rp      125.000,- 
 
Rp      125.000,- 
Rp      100.000,- 
 
 
 
Rp      250.000,- 
Rp      200.000,- 
Rp      250.000,- 
Rp      250.000,- 
Rp      250.000,- 
 
Rp        25.000,- 
 
Rp      200.000,- 
Rp        15.000,- 
Rp      200.000,- 
Rp        15.000,- 
Rp      100.000,- 
Rp        10.000,- 
Rp      150.000,- 
Rp      200.000,- 
 
Rp        10.000,- 
Rp      100.000,- 
Rp      100.000,- 
Rp      250.000,- 
 
Rp        50.000,- 
 
Rp      100.000,- 
Rp      100.000,- 
Rp      150.000,- 
Rp      200.000,- 
 
Rp          5.000,- 

Per izin 
 
Per izin 
 
 

Keterangan                       
 
 
 
Per izin 
 
Per izin 
Per izin 
 
 
 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
 
Per Meja/ thn 
 
Per izin 
Per Kamar/thn 
Per izin 
Per Unit/ thn 
Per izin 
Per Unit/ thn 
Tiap Fasilitas 
Per izin 
 
Per Hari 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
 
Per izin 
 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
Per Unit/ 
Malam 
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No 
III. 
 

Jenis Usaha 
Usaha Sarana Pariwisata 
1. Penyediaan Akomodasi 

a. Hotel 
- Hotel Bintang II 
-  Hotel Bintang II 
-  Hotel Bintang I 
-  Hotel Bintang I 
-  Hotel Melati III 
-  Hotel Melati III 
-  Hotel Melati II 
-  Hotel Melati II 
-  Hotel Melati I 
-  Hotel Melati I 

b. Usaha Pondok Wisata 
-  Pondok W isata Lingkaran 

Biru 
-  Pondok W isata Lingkaran 

Kuning 
-  Pondok W isata Lingkaran 

Merah 
c. Usaha Bumi Perkemahan 

-  Perkemahan Kelas Ideal 
-  Perkemahan Kelas 

Lengkap 
-  Perkemahan Kelas 

Sedang 
 -Perkemahan Kelas    
  Sederhana 

2. Usaha Penyediaan Makan dan 
Minum  
a. Restoran/ Rumah Makan 

-  Piring Emas 
-  Piring Perak 
-  Piring Perunggu 

b. Jasa Boga 
-  Kelas A 
-  Kelas B 
-  Kelas C 

3. Usaha Penyediaan Angkutan 
Wisata 

4. Usaha Sarana Wisata Tirta 

 
Rp        75.000,- 
Rp        10.000,- 
 
Rp        75.000,- 
 
Rp        50.000,- 

Retribusi 
 
 
 
 
Rp    300.000,- 
Rp      30.000,- 
Rp    250.000,- 
Rp      25.000,- 
Rp    200.000,- 
Rp      20.000,- 
Rp    150.000,- 
Rp      15.000,- 
Rp    100.000,- 
Rp      10.000,- 
 
Rp    200.000,- 
 
Rp    150.000,- 
 
Rp    100.000,- 
 
 
Rp    200.000,- 
Rp    150.000,- 
 
Rp    100.000,- 
Rp   100.000,- 
 
 
 
 
Rp   250.000,- 
Rp   200.000,- 
Rp   150.000,- 
 
Rp   200.000,- 
Rp   150.000,- 
Rp   100.000,- 

 
Per Kegiatan 
Per Hari 
 
Per Kegiatan 
 
Per Kegiatan 

Keterangan 
 
 
 
 
Per izin 
Per Kamar/thn 
Per izin 
Per Kamar/thn 
Per izin 
Per Kamar/thn 
Per izin 
Per Kamar/thn 
Per izin 
Per Kamar/thn 
 
Per izin 
 
Per izin 
 
Per izin 
 
 
Per izin 
Per izin 
 
Per izin 
Per izin 
 
 
 
 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
 
Per izin 
Per izin 
Per izin 
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Rp   250.000,- 
 
Rp   200.000,- 
 

Per izin 
 
Per izin 

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten 
 

Pengertian-pengertian lain yang tercakup dalam Obyek dan Daya Tarik 

Wisata antara lain(Perda Kab. Klaten No. 19 Tahun 2002  tentang Izin 

Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan Bab I Pasal I) : 

a. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan 

jasa Pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik 

wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait bidang 

tersebut. 

b. Izin penyelenggaraan Pariwisata adalah izin yang diberikan oleh 

Bupati untuk menjalankan usaha kepariwisataan setelah memenuhi 

syarat-syarat perizinan yang ditetapkan. 

c.  Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan yang 

selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai 

pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan  Kepariwisataan 

yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

d. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

e. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat 

Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 
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F.     Efektivitas, Efisiensi, dan Korelasi 

1.         Efektivitas(hasil guna) digunakan untuk mengukur hubungan antara 

hasil Pendapatan Sektor Pariwisata dan potensi Pendapatan Sektor 

Pariwisata.  

 

Rumus untuk menghitung Efektifitas (Mahmudi, 2007:129)  adalah 

sebagai berikut:  

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 
Efektivitas = ———————————————— X 100% 

 Target Penerimaan Pajak Daerah 
 
Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Pendapatan 

Pariwisata, maka dari rumus diatas disesuaikan menjadi: 

    Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata 
Efektivitas = ———————————————————  X 100% 

 Target Penerimaan Pendapatan Pariwisata 

Untuk menentukan efektif tidaknya pendapatan sektor pariwisata 

digunakan asumsi sebagai berikut (Anthony-Dearden-Bedford,1993:10): 

a. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan 

sektor pariwisata) semakin besar (>100%) terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebut (target pendapatan sektor pariwisata) 

maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata 

semakin efektif. 

b. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi pendapatan 

sektor pariwisata) semakin kecil (<100%) terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebut (target pendapatan sektor pariwisata) 
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maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata 

kurang efektif. 

2. Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata 

Efisiensi (daya guna) digunakan untuk mengukur bagian dari hasil 

Pendapatan sektor pariwisata yang digunakan untuk menutup biaya 

sektor pariwisata. . 

Rumus untuk menghitung Efisiensi Pajak Daerah adalah sebagai 

berikut: (Mahmudi, 2007:130) 

Biaya Pemungutan Pajak Daerah 
   Efisiensi =                                                                                 x 100% 

         Realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

 
Karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah Pendapatan 

Pariwisata, maka dari rumus diatas disesuaikan menjadi: 

   Belanja Sektor Pariwisata 
   Efisiensi =                                                                                 x 100% 

         Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata 

Dalam mengukur efisiensi kinerja pemerintah, ada beberapa acuan 

untuk menyatakan kinerja pemerintahan efisien atau tidak, antara lain: 

a.  Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 1998 

Untuk mengukur efisien tidaknya penerimaan pendapatan sektor 

pariwisata digunakan tolok ukur efisiensi dengan membandingkan 

angka rasio yang diperoleh dengan standar rasio pendapatan 

sektor pariwisata kabupaten sebesar 5 % dari realisasi.   
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Cara pengukurannya : 

1) Apabila rasio yang diperoleh masih dibawah standar ratio 

sebesar 5% dari realisasi, maka dapat dikatakan efisien. 

2) Apabila rasio yang diperoleh melampaui standar rasio sebesar 

5 % dari realisasi, maka dapat dikatakan kurang efisien. 

b.  Menurut Mahmudi (2007:130), “Kinerja pemerintah daerah 

dalam melakukan pemungutan pajak daerah dikategorikan efisien 

apabila rasio yang dicapai kurang dari 100% (semakin kecil rasio 

ini semakin baik). 

Kedua acuan diatas kurang sesuai dengan topik yang diteliti 

penulis, karena keduanya digunakan untuk menentukan efisiensi 

Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah sedangkan dalam penelitian 

ini yang diukur adalah efisiensi Pariwisata. Dengan demikian maka 

dalam penelitian ini yang dilihat adalah kecenderungan efisiensi apakah 

semakin naik, semakin turun, atau relatif sama. Dengan kata lain 

semakin kecil rasio efisiensi maka kinerja pariwisata semakin baik. 

3. Korelasi antara Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Koefisien korelasi dalam analisis ini bertujuan untuk melihat 

hubungan antara  Pendapatan Sektor Pariwisata  terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Untuk menguji, peneliti menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari 

hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data 
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kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua 

variebel atau lebih adalah sama.  

Untuk menghitung koefisien korelasi digunakan program SPSS 

12.0 for windows. Arti Angka Korelasi, ada dua hal penafsiran dalam 

korelasi: 

a. Berkenaan dengan besaran angka. Angka korelasi berkisar pada 0 

(tidak ada korelasi sama sekali) dan 1 (korelasi sempurna).  

b. Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada 

penafsiran hasil. Tanda – (negatif) pada output menunjukan arah 

yang berlawanan, sedangkan tanda + (positif) menunjukan arah 

yang sama. 

Bagian kedua dari tabel di atas menjelaskan apakah hasil uji korelasi 

yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan dua variabel. 

Hipotesis : 

Ho : Tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan 

pendapatan asli daerah 

Ha : Terdapat hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan 

pendapatan asli daerah. 

Dasar pengambilan keputusan : 

a. Berdasarkan Probabilitas 

1) Jika Probabilitas > 0,05, maka Ho diterima, 

2) Jika Probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak. 
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b. Berdasarkan tanda * yang diberikan SPSS 

Signifikan tidaknya korelasi dua variabel bisa dilihat dari adanya 

tanda * pada pasangan data yang dikorelasikan. 

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi 

yang ditemukan apakah besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada 

ketentuan berikut ( Sugiyono, 2002:212 ).   

Tabel 2.2 
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi 

Terhadap Koefisien Korelasi 
Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono, 2002:212 
 
 
G. Review Penelitian Sebelumnya 

a. Suharwoko (2001) membuat skripsi dengan judul “ Perkembangan 

Pariwisata  dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten Lumajang (1984/1985-1999/2000)”. Cara penelitian untuk 

mengetahui perkembangan pariwisata  dan pengaruhnya terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan alat analisis korelasi 

Karl Pearson untuk mengetahui ada tidaknya hubungan atau pengaruh 

antara dua variabel serta mengukur kekuatan hubungan antar variabel, 



33 

 
 

 

analisis SW OT digunakan untuk mengetahui Strenghts (Kekuatan), 

Weaknesses (Kelemahan), Opportunities (Peluang), Threats (Ancaman) 

dari pariwisata di Kabupaten Lumajang dan pengujian statistic yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh jum lah kunjungan wisatawan 

terhadap retribusi objek wisata, pajak hotel dan restoran, dan juga 

pengaruh jumlah pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan 

Asli Daerah. Adapun hasilnya adalah terjadi perkembangan jumlah 

wisatawan yang berkunjung sebesar 7,13 % per tahun, jumlah tamu 

yang menginap meningkat sebesar 3,90 % per tahun, jumlah tamu yang 

makan meningkat sebesar 3,96 % per tahun, perkembangan pendapatan 

sektor pariwisata yaitu dari retribusi obyek wisata, pajak hotel dan 

restoran mengalami perkembangan rata-rata sebesar 24,47 %, atau 

dengan kata lain jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap retribusi obyek wisata yang dibuktikan dengan uji korelasi 

dengan hasil kenaikan jumlah wisatawan akan menaikan retribusi 

obyek wisata dengan koefisien korelasi 0,947 mendekati 1 berpengaruh 

kuat. 

b. Fadliyanti (2001) membuat skripsi dengan judul “ Dampak 

Pengembangan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Lombok Barat di Nusa Tenggara Barat”. Cara penelitian ini 

menggunakan alat analisis Potensi untuk mengetahui potensi pajak 

hotel dan restoran sebagai peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Lombok Barat, analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis 
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elastisitas, dan analisis regresi berganda dengan metode kuadrat 

terkecil. Hasil penelitian, dengan pengembangan pariwisata  maka 

jumlah arus kunjungan wisatawan meningkat (berpengaruh terhadap 

pajak hotel dan restoran dengan peningkatan sebesar 44,27 %), rasionya 

cukup efektif, dan tingkat efisiensi rata-rata 6,61 %. 

c. Kurniawan (2007) membuat skripsi dengan mengambil judul “ Analisis 

Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Sleman Dilihat dari Sektor 

Pajak dan Retribusi”. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui 

kontribusi, laju pertumbuhan, efisiensi dan efektivitas dari pajak hotel 

dan restoran beserta retribusi tempat rekreasi di Kabupaten Sleman. 

Adapun hasilnya adalah, rata-rata kontribusi pajak hotel 19,7 %, pajak 

restoran 4,6 % dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar 1,94 

%. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2001 dengan pajak 

hotel sebesar 68,56 %, pajak restoran sebesar 68,56 % dan retribusi 

tempat rekreasi dan olahraga sebesar 35,7 %. Dengan tingkat efisiensi 

14,795 %, pengembangan pariwisata kabupaten Sleman dapat 

dikategorikan Efisien sesuai yang dikemukakan Mahmudi (2007:130), 

bahwa dapat dikatakan Efisien jika tingkat efisiensi kurang dari 100 %. 

Penelitian yang dilakukan penulis ini berbeda dengan penelitian-

penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan penulis memiliki kesamaan 

topik namun dalam pengolahan data atau analisis data dari penelitian 

sebelumnya berbeda. Studi kasus dan fokus penelitian juga berbeda. Salah 

satu perbedaannya, adalah penerimaan Pendapatan Pariwisata yang dalam 
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penelitian sebelumnya memasukan Pajak Hotel dan restoran ke dalam 

pendapatan pariwisata. Dalam penelitian ini salah satu acuan penulis adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2002 dan Peraturan 

Daerah Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2002, dimana pendapatan 

pariwisata diperoleh dari Retribusi Obyek dan Daya Tarik Wisata dan 

Retribusi Izin Penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan. Dalam penelitian 

ini penulis ingin mengetahui kontribusi, efektivitas dan efisiensi serta korelasi 

Pendapatan Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.
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METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, berupa 

studi kasus pada instansi pemerintah yaitu penelitian terhadap data tentang 

pendapatan sektor Pariwisata yang diterima oleh pemerintah Kabupaten 

Klaten dan penelitian mengenai kontribusi terhadap PAD untuk periode 

tahun 2003 sampai dengan periode tahun 2007 . Data yang digunakan 

adalah data sekunder. 

 

B. Tempat dan waktu penelitian 

1. Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan dan kantor Dinas 

Pariwisata Kabupaten Klaten serta Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Klaten.  

2. Waktu Penelitian dilaksanakan dalam waktu dua bulan yaitu selama 

bulan Oktober sampai dengan November tahun 2008.  

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten 

Klaten dan Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten, serta Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Klaten. 
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D. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian adalah Pendapatan sektor Pariwisata dan PAD 

yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawanacara 

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab 

secara langsung kepada para subyek penelitian untuk mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam masalah 

ini, wawancara dilakukan dengan Pimpinan atau pejabat-pejabat di 

Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten, Kantor Dinas 

Pariwisata Kabupaten Klaten, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Klaten.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen yang 

diperlukan dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini antara lain 

sumber penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Klaten, data 

kontribusi Sektor Pariwisata Kabupaten Klaten dan PAD Kabupaten 

Klaten dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dan lain-lain. 

Dokumen yang sah dapat dijadikan bukti  bahwa penelitian yang 

dilakukan adalah benar. 
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F. Data yang Diperlukan 

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten Klaten  

2. Data-data penerimaan PAD  

3. Data-data penerimaan pendapatan Sektor Pariwisata  

4. Data-data penerimaan Pajak Daerah 

 

G. Teknik Analisis Data 

1. Untuk menjawab rumusan masalah pertama dilakukan analisis untuk 

mengetahui berapa besar Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten, dilakukan dengan 

menggunakan rumus:                              

    Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata 
      Kontrubusi Pendapatan =——————————————— X 100% 
      Sektor pariwisata            Pendapatan Asli Daerah 

  

Tabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 
Rencana Tabel untuk Analisis Kontribusi Pendapatan Sektor 

Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Tahun 

Anggaran 

(a) 

Realisasi Pendapatan 

Sektor Pariw isata (b) 

Pendapatan Asli 

Daerah 

(c) 

Kontribusi 

(%)  (b/c) 
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2. Untuk menjawab rumusan masalah kedua dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

   Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata 
Efektivitas = ———————————————————— X100% 

 Target Penerimaan Pendapatan pariwisata 
 

Untuk menentukan efektif tidaknya Pendapatan Sektor Pariwisata 

digunakan kriteria sebagai berikut: (Anthony-Dearden-

Bedford,1993:10) 

c. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan 

Sektor Pariwisata) semakin besar (>100%) terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Sektor Pariwisata) 

maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata 

semakin efektif. 

d. Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan 

Sektor Pariwisata) semakin kecil (<100%) terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Sektor Pariwisata) 

maka dapat dikataan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata 

semakin tidak efektif.  

Apabila tingkat efektivitasnya mengalami perubahan yang tidak 

menentu pada tiap-tiap tahun anggaran, maka untuk melihat 

perkembangan efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata digunakan 

analisis Least Square dengan rumus sebagai berikut (Budiyuwono, 

1995:211-212). 

Y’ = a + bx 
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Dimana : 

Y’ =  trend efektivitas Pendapatan sektor Pariwisata 

a =  konstanta yang akan menunjukan besarnya nilai Y apabila x 

= 0 

b  = variabilitas permintaan x yaitu besarnya perubahan nilai Y dari 

setiap perubahan suatu unit x 

x  =  tahun 

Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan efektivitas 

selama 5 tahun Anggaran yang telah diteliti. 

3. Untuk menjawab rumusan masalah ketiga dilakukan langkah-langkah 

sebagai berikut:  

          Belanja Sektor Pariwisata 
Efisiensi =  x100% 

        Realisasi Penerimaan Pendapatan Pariwisata 
 

Karena dalam penelitian ini yang dilihat adalah kecenderungan 

efisiensi apakah semakin naik, semakin turun, atau relatif sama maka 

semakin kecil rasio efisiensi menunjukkan kinerja pariwisata semakin 

baik. 

 

4. Untuk menjawab rumusan masalah keempat dilakukan analisis 

Product Moment 

Untuk menghitung koefisien korelasi digunakan program SPSS 

12.0 for windows. Arti Angka Korelasi, ada dua hal penafsiran dalam 

korelasi: 
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a. Berkenaan dengan besaran angka. Angka korelasi berkisar pada 0 

(tidak ada korelasi sama sekali) dan 1 (korelasi sempurna).  

b. Selain besar korelasi, tanda korelasi juga berpengaruh pada 

penafsiran hasil. Tanda – (negatif) pada output menunjukkan arah 

yang berlawanan, sedangkan tanda + (positif) menunjukan arah 

yang sama. 

Bagian kedua dari tabel di atas menjelaskan apakah hasil uji 

korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan 

untuk menjelaskan hubungan dua variabel. 

Hipotesis : 

Ho : Tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan 

pendapatan asli daerah 

Ha : Terdapat hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan 

pendapatan asli daerah. 

Dasar pengambilan keputusan : 

a Berdasarkan Probabilitas 

1) Jika Probabilitas > 0,05, maka Ho diterima, 

2) Jika Probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak. 

b Berdasarkan tanda * yang diberikan SPSS 

Signifikan tidaknya korelasi dua variabel bisa dilihat dari adanya 

tanda * pada pasangan data yang dikorelasikan. 



 

42 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN 

 

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Klaten 

Pemerintah Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1948, Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Jo 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1950. Pelantikan anggota DPRDS 

(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara) dilakukan pada 28 Oktober 

1950 oleh Residen Surakarta mewakili Gubernur Jawa Tengah. Sedang 

Pemilihan anggota DPRDS tersebut berlangsung pada tanggal 28 September 

1950, sebulan menjelang pelantikan. Berdasarkan tanggal pelantikan anggota 

DPRDS tersebut maka tanggal 28 Oktober 1950 dijadikan tanggal Hari Jadi 

Pemerintah Kabupaten Klaten. 

 

B. Kondisi Fisik  

1. Letak dan Luas W ilayah 

Letak suatu daerah di permukaan bumi dapat dilihat dari beberapa 

tinjauan, seperti; letak administrasi, astronomis, dan ekonomis. Letak 

administrasi adalah letak suatu tempat bila dikaitkan dengan wilayah 

administrasi lain di sekitarnya; letak astronomis adalah letak suatu tempat 

dikaitkan dengan koordinat titik di permukaan bumi yang dinyatakan 

dengan lintang dan bujur; sedangkan letak ekonomis adalah posisi suatu
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tempat yang dapat berinteraksi dengan tempat lain sehingga dapat 

memberikan nilai lebih secara ekonomis daerah yang bersangkutan. 

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 65.556 Ha dan secara 

administratif terbagi menjadi 26 kecamatan meliputi 391 desa dan 10 

kelurahan. Secara astronomis terletak di antara 07o 32’ 23” LS – 07o 48’ 

30” LS dan 110o 26’ 46” BT – 110o

Letak Kabupatan Klaten sangat strategis karena berada di antara dua 

kota besar yang mempunyai pengaruh kuat terhadap Kabupaten Klaten 

yaitu Yogyakarta (30 km) dan Surakarta atau Solo (36 km) yang 

memungkinkan berinteraksi dengan kedua kota tersebut. Kedua kota 

tersebut memiliki daya tarik karena merupakan pusat pertumbuhan 

ekonomi, budaya dan pendidikan. Posisi seperti ini menjadikan Klaten 

cepat berkembang, baik dari aspek penduduk, pendidikan, sosial, ekonomi, 

budaya maupun aspek lain. Tersedianya fasilitas seperti Bandara 

Internasional Adisumarmo di Solo, tersedianya jalur transportasi darat 

yang menghubungkan kedua kota tersebut dan keberadaan Bandara Adi 

 48’ 00” BT dengan ketinggian wilayah 

antara 100 - 400 m di atas permukaan air laut (dapl). Di sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Secara administratif memiliki 

batas sebagai berikut; sebelah selatan dengan Kabupaten Gunungkidul 

(Daerah Istimewa Yogyakarta), di sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Sukoharjo, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) dan di sebelah utara berbatasan 

dengan Kabupaten Boyolali. 
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Sucipto dan status Yogyakarta sebagai kota Pendidikan mempunyai 

implikasi terhadap perkembangan Kabupaten Klaten. 

2. Topografi 

Topografi adalah gambaran konfigurasi permukaan bumi yang 

terbentuk oleh tenaga indogen dan eksogen. Tenaga indogen bersifat 

membangun seperti: Aktivitas volkanik, tektonik (lipatan atau patahan) 

dan tenaga eksogen yang bersifat merusak seperti: erosi, longsor, dan 

abrasi. 

Topografi wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi daerah datar, 

bergelombang, curam, dan sangat curam sebagaimana dalam tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Klasifikasi Topografi Wilayah Kabupaten Klaten 

No. Topografi Kemiringan 
(%) 

Luas 
(Ha) 

1. Datar 0 - 2 48.325 
2. Bergelombang 2 – 15 14.508 
3. Curam 15 - 40 1.488 
4. Sangat Curam > 40 1.235 

Jumlah  65.556 
Sumber : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten Tahun 2006 
 

Berdasarkan ketinggian tempat, Kabupaten Klaten terbagi menjadi 

empat wilayah, yaitu : 

a. Wilayah dengan ketinggian <100m di atas permukaan air laut (dapl), 

meliputi sebagian Kecamatan Juwiring, Karangdowo, dan Cawas. 

b. Wilayah dengan ketinggian 100-200m dapl, meliputi : Prambanan, 

Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (bagian barat), Trucuk, 

Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum  

(bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, 
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Karanganom (bagian timur), Polanharjo (bagian timur), Delanggu, 

Juwiring (bagian barat), dan Wonosari (bagian barat). 

c. Wilayah dengan ketinggian 200-400 m dapl, meliputi kecamatan : 

Manisrenggo, Jogonalan (bagian Utara), Karangnongko, Kebonarum  

(bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom  

(bagian barat), Tulung, dan Polanharjo (bagian barat). 

d. Wilayah dengan ketinggian 400-1.000 m dapl, meliputi kecamatan : 

Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom  

(sebagian kecil), dan Tulung (sebagian kecil). 

Kondisi topografi tersebut di samping dapat memberikan gambaran 

tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air 

tanah (hidrologi), juga dapat menjadi kendala dalam hal komunikasi dan 

transportasi. Keadaan topografi semacam ini juga mendatangkan 

keuntungan dalam mengembangkan diversifikasi tanaman pangan dan 

keberadaan sumberdaya air untuk irigasi, maupun kebutuhan air minum, 

bahkan masyarakat Kota Solo mendapat pasokan air minum dari sumber 

mata air di Kabupaten Klaten. 

3. Penggunaan Lahan 

Penggunaan Lahan adalah semua bentuk penggunaan dan 

pemanfaatan tiap bidang lahan oleh manusia untuk memenuhi keperluan 

hidupnya. Bentuk penggunaan lahan merupakan interaksi antara aktivitas 

manusia dengan sumberdaya lahannya. 
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Tindakan manusia yang diterapkan pada sebidang lahan tertentu 

menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Adapun pembagian 

penggunaan lahan di Kabupaten Klaten sebagaimana terlihat pada       

tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten 

Tahun 2005-2008 
No. Jenis Penggunaan 

Lahan 
Luas Penggunaan Lahan (Ha) 

2005 2006 2007 2008 
1. Wilayah Hutan 1.450 1.450 1.450 1.450 
2. Lahan Persawahan     
 a. Sawah Teririgasi 32.014 32.253 32.595 32.593 

b. Sawah Tadah Hujan 1.480 1.214 1.112 1.112 
3. Lahan Kering     
 a. Rawa-rawa & Kolam 201 201 202 202 

b. Ladang 6.312 6.312 6.287 6.287 
c. Permukiman 19.920 19.938 19.995 19.725 
d. Lain-lain  4.179 4.188 4.187 4.187 

Jumlah 65.556 65.556 65.556 65.556 
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten, Tahun 2008. 

  Data Tahun 2008 adalah data semester 1 

Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 sebagai berikut: 

luas hutan sebesar 1.450 ha (2,21%), sawah irigasi sebesar 32.014 ha 

(48,83%), sawah tadah hujan sebesar 1.480 ha (2,26%), rawa-rawa sebesar 

201 ha (0,31%), ladang sebesar 6.312 ha (9,63%), permukiman sebesar 

19.920 ha (30,39%), dan lahan yang belum diusahakan sebesar 4.179 ha 

(6,37%). Pada tahun 2006 sawah teririgasi mengalami kenaikan karena 

pengaruh musim hujan yang relatif panjang dari tahun biasanya. 

Adapun pada tahun 2007 dan semester I tahun 2008 yang mengalami 

perluasan lahan adalah : lahan sawah teririgasi mengalami perluasan 

sebesar 342 ha, rawa dan kolam sebesar 1 ha dan pemukiman sebesar 57 
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ha, sedangkan yang mengalami penyusutan seperti usaha lain sebesar 1 ha, 

sawah tadah hujan sebesar 102 ha, ladang sebesar 25 ha dan lahan yang 

belum diusahakan sebesar 1 ha. 

Besarnya luas dan presentase lahan sawah teririgasi menunjukan 

bahwa tanah pertanian di Klaten subur, dan sangat potensial untuk 

dikembangkan sebagai wilayah agropolitan yaitu suatu kawasan yang 

berbasis ekonomi masyarakatnya adalah sektor pertanian yang 

berkelanjutan, karena selama ini Klaten mendapat sebutan sebagai 

penyangga pangan di Jawa Tengah dan salah satu produk pertanian yang 

terkenal dengan padi Delanggu yang memiliki keistimewaan rasa, bentuk 

serta warna berasnya. Sebutan ini masih menggema sampai sekarang. 

Untuk mengembangkan Klaten sebagai kawasan agropolitan, maka perlu 

ada pengendalian dan optimalisasi pemanfaatan lahan sesuai produk 

unggulan yang disesuaikan dalam tata ruang daerah. 

4. Iklim  

Suhu/temperatur bulanan di Kabupaten Klaten rata-rata 28oC – 30o

Iklim menjadi sangat penting bagi kehidupan baik untuk pertanian 

maupun perkebunan seperti tembakau vorstenland yang terkenal di Klaten. 

C  

dengan curah hujan rata-rata tahunan sebesar 275 mm dengan kecepatan 

angin berkisar 20 - 25 knot. Kondisi iklim Kabupaten Klaten termasuk 

dalam wilayah beriklim tropis, artinya iklim yang memiliki sifat iklim  

tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang 

tahun. 
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Oleh karenanya informasi cuaca mulai dari curah hujan, suhu, kelembaban 

dan kecepatan angin sangat diperlukan oleh pengguna lahan pertanian 

dalam upaya untuk meningkatkan produksi maupun dalam upaya 

mengurangi dampak dari melesetnya perkiraan cuaca. 

 

C. Pariwisata 

1. Kepariwisataan Kabupaten Klaten 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah 

yang mempunyai letak strategis yaitu antara Kota Yogyakarta dan 

Surakarta. Berdasarkan Profil daerah Kabupaten Klaten dalam buku, 

“Mengenal Kepariwisataan Kabupaten Klaten” (2004:XV) terlihat 

keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung 

dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan 

daerah pertanian yang potensial sehingga merupakan penyangga pangan 

untuk beras di Jawa Tengah dan juga penghasil batu kapur, batu kali dan 

pasir yang berasal dari Gunung Merapi. 

Dengan melihat karakteristik serta potensi yang ada di Kabupaten 

Klaten maka dapat dilihat bahwa Klaten mempunyai potensi pariwisata  

yang bisa dikembangkan lebih baik lagi dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, di mana hal tersebut te lah diamanatkan dalam 

penjelasan umum point (b) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah bahwa tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberdayakan 

daerah termasuk di dalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

http://pariwisata-klaten.com/�
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2. Pengelola Pariwisata di Kabupaten Klaten 

Pengelolaan pariwisata di Kabupaten Klaten berada di bawah 

wewenang Kantor Pariwisata yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah 

Daerah di bidang pariwisata, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Tugas dan fungsi organisasi Kantor Pariwisata  

Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 

285 Tahun 2001. Guna menjalankan tugas telah dituangkan dalam 

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten. 

Sebagai organisasi pelaksana dalam bidang kepariwisataan, maka 

Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten telah mengeluarkan kebijakan-

kebijakan dalam rangka untuk mengembangkan kepariwisataan di 

Kabupaten Klaten, yaitu antara lain: 

a. Peningkatan pengelolaan administrasi Kantor Pariwisata 

b. Perencanaan dan pengembangan pariwisata 

c. Peningkatan produk dan prom osi pariwisata 

d. Pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan 

e. Pelayanan pembinaan dan pengawasan usaha di bidang pariwisata  

(Renstra Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten Tahun 2006-2010). 
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a. 

Sebagaimana umumnya sebuah organisasi, Kantor Pariwisata 

Kabupaten Klaten memiliki Visi dan Misi sebagai berikut: 

VISI :

“ Terwujudnya Kepariwisataan Klaten yang maju, dinamis, 

berwawasan lingkungan, dan berbasis pada masyarakat yang mampu 

mendorong pertumbuhan wilayah dan pendapatan daerah.“  

  

b. 

1) Meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Kepariwisataan yang ada 

menjadi sumber daya ekonomi yang lestari dan mampu menopang 

ekonomi masyarakat khususnya pelaku usaha pariwisata, 

pertumbuhan wilayah dan pendapatan daerah.  

MISI : 

2) Meningkatkan profesionalisme kegiatan kepariwisataan melalui 

perencanaan yang cermat dan pengelolaan yang ketat dengan 

melibatkan peran serta masyarakat.  

3) Meningkatkan kualitas potensi kepariwisataan yang ada melalui 

pengembangan sarana dan prasarana serta produk pariwisata yang 

berwawasan lingkungan, bertumpu pada kebudayaan dan pesona 

alam yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global dalam 

rangka meningkatkan kunjungan wisata.  

4) Mengembangkan dan memperluas pasar pariwisata melalui 

peningkatan koordinasi dan dukungan kebijaksanaan lintas sektoral 

dan lintas daerah. 
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3. Objek dan Daya Tarik Wisata 

Klaten merupakan daerah yang memiliki potensi Objek dan Daya 

Tarik Wisata yang banyak mulai dari wisata alam, wisata budaya, tempat 

bersejarah, upacara tradisional serta didukung oleh sarana dan prasarana 

wisata (Mengenal Kepariwisataan Kabupaten Klaten, 2004:01). Dalam 

pembahasan ini akan dikelompokkan menjadi wisata alam dan wisata  

budaya di mana tempat bersejarah dan upacara tradisional dimasukan ke 

dalam penjelasan wisata alam atau wisata budaya, karena keduanya 

memiliki kesamaan tempat (obyek wisata). 

Adapun wisata alam yang ada di Kabupaten Klaten (Mengenal 

Kepariwisataan Kabupaten Klaten, 2004:01-22) yaitu sebagai berikut : 

a. Deles Indah 

Obyek wisata terletak di lereng Gunung Merapi sebelah timur, dan 

berada di wilayah Desa S idorejo, Kecamatan Kemalang, dengan 

ketinggian antara 800  – 1.300 m di atas permukaan laut. Deles 

mempunyai potensi spesifik suasana pemandangan alam pegunungan. 

Di sekitar Deles Indah ini dikenal pula beberapa peninggalan sejarah 

dan juga tempat rekreasi khusus antara lain : Bekas pesanggrahan 

Sunan Paku Buwono X, Makam Kyai Mloyopati, Sendang Kali Reno, 

Taman Rekreasi Ngajaran, Taman Pemandangan Pring Cendani, serta  

Gua Sapuangin/Siluman. 
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b. Rowo Jombor 

Rowo Jombor terletak di Desa Krakitan, Kecamatan Bayat yang dilatar 

belakangi oleh pegunungan kapur. Deles mempunyai potensi spesifik 

suasana pemandangan alam serta warung makan apung.  

Jarak   : 8 km arah tenggara dari Kota Klaten 

Luas kawasan  : 198 ha 

Panjang tanggul  : 7,5 km 

Lebar tanggul  : 12 m 

Daya tampung air  : 4.000.000 m

c. Gunung Watu Prahu 

3 

Di lingkungan Obyek Wisata Rowo Jombor terdapat : Rumah 

Minangkabau, Taman Rekreasi anak-anak di Bukit Sidoguro, Gua 

Kendil, Gua Payung, dan Sendang Bulus Jimbung. 

Gunung ini merupakan salah satu obyek wisata yang mempunyai jarak 

dari Kota Klaten sekitar 15 km, terletak di Gunung Gajah, Kecamatan 

Bayat, potensi spesifik berupa suasana alam pegunungan dan 

pemandangan alam. 

Di samping Gunung Watu Prahu terdapat juga : Fosil kece, batu 

marmer, hutan jambu di Gunung Kunang seluas 14 ha, serta museum  

Geologi UGM Yogyakarta. 

d. Gua Suran 

Sebuah Gua yang terletak di Kalurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom. 

Gua ini digunakan sebagai tempat sujud dan semedi Kyai Ageng 
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Gibrig pada waktu belum bisa membuat masjid. Gua berbentuk leter L 

dengan kedalaman 4 m.  

Di samping gua terdapat Sendang Suran sebagai tempat wudhu Kyai 

Ageng Gibrig. Lokasi ini sekarang dipergunakan untuk tempat 

penyebaran apem yang dilakukan setiap bulan Sapar.  

Di lokasi yang sama terdapat : 

1) Gua Belan, merupakan terowongan yang kedalamannya 8 m. 

2) Sendang Plampeyan. 

3) Taman Rekreasi anak-anak di Plampeyan, dengan luas 700 m2

Di lokasi ini pula terdapat upacara tradisional yang diselenggarakan 

setiap tahun. Tepatnya pada hari Jumat pertengahan bulan Sapar,  yaitu 

Yaqowiyu. Yaqowiyu diambil dari doa Kyai Ageng gribig sebagai 

penutup pengajian yang berbunyi : Ya qowiyu warsuqna wal muslimin,  

yang artinya : Ya Tuhan berikanlah kekuatan kepada kita segenap 

kaum muslimin. 

 di 

sebelah selatan makam Kyai Ageng Gibrig. 

e. Sumber Air Ingas 

Obyek W isata Sumber Air Ingas memiliki luas sekitar 15.000 m2 

terbentang di pinggiran Kali Busur yang mengalir dari utara ke selatan, 

sehingga pengunjung yang akan memasuki obyek wisata ini harus 

meniti jembatan gantung yang justru merupakan daya tarik sendiri dari 

obyek-obyek wisata yang lain. 
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Obyek wisata ini sangat ramai apabila menjelang bulan puasa tiba, 

banyak pengunjung yang melakukan ritual padusan  di obyek ini 

dengan kepercayaan bahwa puasanya akan dapat lancar tanpa halangan 

suatu apapun. 

Jarak  :  17 km ke arah utara Kota Klaten 

Terletak  :  Di Desa Cokro, Kecamatan Tulung 

Luas kawasan :  15.000 m

f. Pemandian / Sendang 

2 

Fungsi : Sebagai tempat rekreasi, dan air dipergunakan 

 untuk air minum Kraton Surakarta Hadiningrat 

 atas prakarsa Paku Buwono X. 

Kabupaten Klaten memiliki banyak mata air yang tersebar 

hampir di setiap daerah. Berikut adalah Pemandian/ Sendang yang ada 

di Kabupaten Klaten, antara lain: 

1) Pemandian Lumban Tirto 

Terletak di Desa Daleman, Kecamatan Tulung 

Jarak dari Kota Klaten : 17 km  

Luas    : 25 m x 8 m 

Luas kawasan   : 700 m

2) Pemandian Jolotundo 

2 

Kedalaman rata-rata  : 1,5 m 

Fungsi    : sebagai kolam renang 

Terletak di Desa Jambeyan, Kecamatan Karanganom 
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Jarak dari Kota Klaten : 8 km 

Luas    : 11 m x 20 m 

Luas kawasan   : 500 m

3) Pemandian Ponggok 

2 

Kedalaman rata-rata  : 2 m 

Fungsi    : sebagai tempat pemandian  

Terletak di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo 

Jarak dari Kota Klaten : 10 km  

Luas    : 600 m

4) Umbul Tirto Mulyono dan Tirto Mulyani 

2 

Kedalaman rata-rata  : 1,5 m 

Fungsi : sebagai pemandian alam dan 

 pengairan 

Terletak di Desa Pluneng, Kecamatan Kebon 

Jarak dari Kota Klaten : 6 km 

Luas    : 400 m2 

Luas kawasan   : 700 m

5) Sendang Plampeyan 

2 

Kedalaman rata-rata  : 1,5 m 

Fungsi    : sebagai pemandian alam  

Terletak di Desa Jatinom, Kecamatan Jatinom  

Jarak dari Kota Klaten : 12 km  

Luas    : 16 m2 
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Kedalaman rata-rata  : 1 m 

Fungsi    : sebagai tempat mandi dan rekreasi 

6) Sendang Gotan 

Terletak di Desa Mranggen, Kecamatan Jatinom  

Jarak dari Kota Klaten : 5 km 

Luas    : 250 m

7) Sendang Riyo Manggolo 

2 

Kedalaman rata-rata  : 1,5 m 

Fungsi : sebagai tempat mandi dan air 

 minum  

Terletak di Desa Kajoran Kriyan, Kecamatan Klaten Selatan 

Jarak dari Kota Klaten : 5 km 

Luas    : 150 m2 

Luas kawasan   : 1000 m

8) Sendang Bulus Jimbung 

2  

Kedalaman rata-rata  : 1,5 m 

Terletak di Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

Jarak dari Kota Klaten : 6 km 

Luas    : 72 m2 

Kedalaman rata-rata  : 1,5 m 

Fungsi : sebagai pemandian alam dan  

 rekreasi. 
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9) Sendang Maerokoco 

Terletak di Desa Paseban, Kecamatan Bayat 

Jarak dari Kota Klaten : 12 km  

Luas    : 400 m

10) Sendang Tretes 

2 

Kedalaman rata-rata  : 1,5 m 

Fungsi : Untuk bersuci sesudah dan 

 sebelum ziarah. 

Terletak di Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari 

Jarak dari Kota Klaten : 15 km  

Luas    : 400 m

11) Sendang Sinongko 

2 

Kedalaman rata-rata  : 2 m 

Terletak di Desa Pokak, Kecamatan Ceper 

Jarak dari Kota Klaten : 7 km 

Luas    : 400 m

Spesifikasi: Di obyek ini banyak ditum buhi pohon-pohon langka 

dan umurnya sudah puluhan bahkan ratusan tahun, antara lain: 

2 

Luas kawasan   : 1 ha 

Kedalaman rata-rata  : 1 m 

Besarnya debit air  : 260 lt/ detik 

Sendang lanang  : 45,65 lt/ detik 

Sendang Wadon dan Embung : 34,15 lt/ detik 
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Gayam Bathok, sudah berum ur ratusan tahun dan mempunyai buah 

paling besar; Gayam Lumut, gayam yang batangnya paling hijau; 

Gayam Tumpeng, gayam yang bentuk bijinya seperti tumpeng; 

Gayam Kerikil, gayam yang buah atau bijinya mempunyai ukuran 

paling kecil; Gayam Buntung, gayam yang bentuk pohonnya 

paling pendek pencabangannya; Pohon Karet yang berum ur ratusan 

tahun; dan juga Pohon Ingas. 

Setiap tahun di Sendang Sinongko diadakan upacara tradisional 

Bersih Sendang. Bersih Sendang diadakan sesudah panen pada 

musim kemarau dan telah dibakukan pada bulan Agustus hari 

Jumat Wage atau pada bulan Juli sesudah tanggal 25 atau bulan 

September sebelum tanggal 5.  

Masyarakat sekitar sendang, khususnya Desa Pokak merayakan 

ritual bersih sendang sebagai ungkapan rasa syukur atas semua 

berkah yang telah dilim pahkan. Rasa syukur diwujudkan dengan 

pesta sesaji dalam bentuk pesta sesaji dalam bentuk nasi tumpeng 

dan minuman dawet dengan memotong kambing sebagai 

persembahan. Pemotongan kambing dilakukan di bawah pohon 

karet yang umurnya telah ratusan tahun dan memakai alas 

pelataran akar pohon, sesuatu yang diluar jangkauan akal manusia  

dan seakan tidak wajar bahwa darah yang keluar dan mengucur di 

pelataran akar karet tersebut seakan hilang dan tidak berbekas. 
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Padahal kambing yang dipotong tidak kurang dari 100 ekor 

kambing dan berjenis kelamin laki-laki. 

Sedangkan wisata budaya yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari 

candi dan makam (Mengenal Kepariwisataan Kabupaten Klaten,2004:23-

43), yaitu : 

a. Candi 

1) Candi Sewu 

Terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, 

jarak dari Kota Klaten 15 km ke arah barat. Candi ini terdiri dari 

sebuah Candi Induk yang diapit oleh Candi Perwara yang 

berjumlah 240 buah dan Candi Apit 8 buah. 

Karena jumlah candi tersebut cukup banyak maka disebut Candi 

Sewu. Candi ini didirikan pada abad IX oleh salah seorang 

penganut agama Budha Maha Yana. 

Luas Candi :  14.059,48 m

2) Candi Lumbung 

2 

Fungsi : Sebagai obyek wisata peninggalan   

  bersejarah 

Pengunjung rata-rata  :  2.000 orang tiap bulan 

Terletak di Dukuh Togo, Desa Tlogo Kecamatan Prambanan. Jarak 

dari Kota Klaten 15 km ke arah barat. Candi Lumbung terdiri dari 

sebuah Candi Induk yang dikelilingi oleh 16 Candi Perwara. Candi 
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Induk ini menghadap ke timur, berkamar kosong dan atapnya 

berbentuk stupa. 

Luas areal candi : 543,35 m

3) Candi Bubrah 

2 

Fungsi   : sebagai obyek wisata peninggalan    

     bersejarah 

Pengunjung rata-rata  : 2.000 orang tiap bulan 

Terletak di Dukuh Klurak, Desa Tolgo Kecamatan Prambanan 

Klaten. Candi ini terletak di sebelah utara Candi Lumbung, nama 

Bubrah mungkin diambil dari keadaan candinya yang sudah bubrah 

atau rusak. Masa pendiriannya sama dengan Candi Sewu pada abad 

IX, Candi Induk menghadap ke timur.  

Jarak dari Kota Klaten: 14 km ke arah barat 

Luas areal candi : 343,80 m

4) Candi Plaosan 

2 

Fungsi   : sebagai obyek wisata peninggalan     

     bersejarah 

Pengunjung rata-rata  : 53 orang tiap bulan 

Terletak di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan. 

Jarak dari Kota Klaten : 14 km ke arah barat 

Candi Plaosan terdiri dari dua kelom pok candi, yaitu: Kelompok 

Candi Plaosan Kidul, kelompok candi ini telah mengalami banyak 

kerusakan, dan Kelompok Candi Plaosan Lor, kelompok ini terdiri 
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dari dua buah Candi Induk yang dikelilingi oleh 116 buah stupa 

Perwara dan 50 buah Candi Perwara. Candi Induk Plaosan Lor 

dipugar pada tahun 1962 oleh Dinas Purbakala. Di dalam kamar 

Candi Induk terdapat 6 buah arca Dhyani Budisatwa. 

5) Candi Sojiwan 

Candi ini terletak di Dukuh Sojiwan, Desa Kebondalem Kidul, 

Kecamatan Prambanan. 

Jarak dari Kota Klaten : 15 km ke arah barat 

Luas Areal candi  :  401,3125 m

6) Candi Asu 

2 

Fungsi : sebagai obyek wisata peninggalan 

 benda bersejarah 

Terletak di Dukuh Klurak, Desa Tlogo Kecamatan Prambanan 

Jarak dari Kota Klaten :  15 km ke arah barat 

Dibuat pada abad  :  IX AD 

Luas areal candi  :  6.000 m

7) Candi Merak 

2 

Fungsi  : Sebagai obyek wisata peninggalan 

 benda bersejarah 

Terletak di Dukuh Karangnongko, Desa Karangnongko Kecamatan 

Karangnongko 

Jarak dari Kota Klaten :  10 km ke arah barat 

Luas areal candi  :  800 m2 
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Fungsi  : Sebagai obyek wisata peninggalan 

 benda bersejarah 

b. Makam 

1) Makam Mlayopati 

Terletak di Dukuh Deles, Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang 

Jarak dari Kota Klaten :  25 km  

Dibuat dari : Gundukan tanah dan ada batu 

 bertuliskan Mlayopati dengan 

 huruf  Jawa baru dan juga disebut 

 Ki Hajarmerto 

Luas areal candi  :  30 m

2) Makam Kyai Ageng Gribig 

2 

Fungsi  :  Sebagai tempat ziarah 

Pengunjung   :  1.000 orang tiap bulan 

Terletak di Dukuh Jatinom, Desa Jatinom Kecamatan Jatinom  

Jarak dari Kota Klaten :  9 km  

Luas kawasan : 70m x 40 m = 2.800 m2 

Luas bangunan : 15 m x 12 m = 180 m2 

Panjang makam : 2 m 

Dibuat : Dari batu merah dan kayu 

Fungsi  : Sebagai tempat ziarah 

Hari istimewa   : Malam Jumat Legi dan Kliwon 

Pengunjung   : 5.000 orang tiap bulan 
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Tujuan utama    : Untuk mohon berkah keselamatan 

3) Makam Nyai Ageng Anjang Mas 

Terletak di Dukuh Gledeg, Desa Gledeg, Kecamatan Karanganom 

Jarak dari Kota Klaten : 8 km  

Luas kawasan : 600 m

4) Makam Kyai Ageng Syarifudin 

2 

Dibuat  : Dari batu bata dan genting 

Fungsi  : Sebagai tempat ziarah 

Hari istimewa   : Malam Jumat  

Pengunjung   : 1.000 orang tiap bulan 

Terletak di Dukuh Gading Santren, Desa Belangwetan, Kecamatan 

Klaten Utara 

Jarak dari Kota Klaten : 5 km 

Luas kawasan   : 1.000 m2 

Luas makam   : 25 m

5) Makam Kyai Melati 

2 

Fungsi    : Tempat ziarah 

Dibuat dari   : Batu dan sirap 

Pengunjung   : 1.000 orang tiap bulan 

Terletak di Kampung Sekalekan, Kalurahan Kota Klaten, 

Kecamatan Kota Klaten 

Luas    : 56  m2 

Panjang  makam  : 1,70 m 
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Fungsi    : Tempat ziarah 

Dibuat dari   : Batu bata tanpa atap 

Hari istimewa   : Setiap malam Jumat 

Pengunjung   : 2.000 orang tiap bulan 

6) Makam Gusti Panembahan Romo 

Terletak di Dukuh/ Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan 

Jarak dari Kota Klaten : 5 km 

Luas kawasan   : 600 m2 

Luas bangunan  : 84 m

7) Makam Gusti Panembahan Agung 

2 

Panjang makam  : 2 m 

Fungsi    : Tempat ziarah 

Dibuat dari   : Batu merah, kayu dan batu kapur 

Hari istimewa   : Malam Jumat Kliwon 

Pengunjung   : 4.000 orang tiap bulan 

Terletak di daerah Kauman, Desa Jimbung, Kecamatan Kalikotes 

Jarak dari Kota Klaten : 5 km 

Luas kawasan   : 462 m2 

Luas bangunan  : 215 m2 

Panjang makam  : 2 m 

Fungsi    : Tempat ziarah 

Dibuat dari   : Batu merah dan kayu  

Hari istimewa   : Malam Jumat Kliwon 
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Pengunjung   : 4.000 orang tiap bulan 

Tujuan    : Untuk mendapatkan berkah/ derajat 

8) Makam Kyai Ageng Pandanaran 

Terletak di Dukuh Paseban, Desan Paseban Kecamatan Bayat 

Jarak dari Kota Klaten : 15 km  

Luas kawasan   : 1,5 ha 

Luas bangunan  : 106 m

9) Makam Menang Lase konang 

2 

Panjang makam  : 2,5 m 

Fungsi    : Tempat ziarah 

Dibuat dari   : Batu merah, kayu dan sirap 

Hari istimewa   : Malam Jumat Legi 

Pengunjung   : 10.000 orang tiap bulan 

Terletak di Dukuh Konang, Desa Kebon, Kecamatan Bayat 

Jarak dari Kota Klaten : 15 km  

Luas kawasan   : 1 ha 

Panjang makam  : 2,5 m 

Dibuat dari   : Batu merah, kayu dan genting 

Hari istimewa   : Malam Jumat Legi 

Pengunjung   : 4.000 orang tiap bulan 

10) Makam Rng. Ronggowarsito 

Terletak di Dukuh Palar, Desa Palar, Kecamatan Trucuk 

Jarak dari Kota Klaten : 15 km  
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Luas kawasan   : 15.000 m2 

Luas bangunan  : 264 m

11) Makam Kyai Ageng Perwito 

2 

Panjang makam  : 2 m 

Fungsi    : Tempat ziarah 

Dibuat dari   : Marmer dan genting soka 

Hari istimewa   : Malam Jumat dan Selasa Kliwon 

Pengunjung   : 10.000 orang tiap bulan 

Terletak di Dukuh Ngreden, Desa Ngreden, Kecamatan Wonosari 

Jarak dari Kota Klaten : 25 km  

Luas kawasan   : 2.000 m2 

Luas bangunan  : 280 m

12) Petilasan Sembahyang Kanjeng Sunan Kalijogo 

2 

Panjang makam  : 2,5 m 

Fungsi    : Tempat ziarah 

Dibuat dari   : Batu merah, kayu dan kayu sirap 

Hari istimewa   : Malam Jumat Wage 

Pengunjung   : 4.000 orang tiap bulan 

Terletak di Dukuh Sepi Desa Barepan, Kecamatan Klaten Cawas 

Jarak dari Kota Klaten : 20 km  

Luas     : 15 m2 

Panjang makam  : 2 m 

Dipagari   : Tembok batu merah 
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Fungsi    : Tempat ziarah 

Petilasan : Berupa batu putih berujud lekukan- 

 lekukan petilasan sholat 

Pengunjung   : 10.000 orang tiap bulan 

4. Kunjungan Obyek W isata Kabupaten Klaten 

Banyaknya pengunjung obyek wisata  di Kabupaten Klaten kurun 

waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebagaimana terlihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 4.3 
Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata Kabupaten Klaten 

Tahun 2003-2007 
 

Tahun 
Pengunjung (orang)  

Jumlah Wisatawan 
Mancanegara 

Wisatawan 
Nusantara 

2003 29.078 1.545.456 1.579.534 
2004 31.495 1.801.878 1.833.733 
2005 40.978 1.577.602 1.618.580 
2006 70.577 1.061.917 1.132.494 
2007 89.970 887.227 973.197 

    Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 

Pengunjung obyek wisata di Kabupaten Klaten Tahun 2003 sebagai 

berikut: wisatawan mancanegara sebesar 29.078 orang, wisatawan 

nusantara 1.545.456 orang, sehingga jum lah pengunjung Tahun 2003 

sebesar 1.579.534. Pada Tahun 2004 mengalami peningkatan jumlah 

pengunjung, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, 

dengan jum lah pengunjung pada tahun 2004 sebesar 1.833.733 orang. 

Pada tahun 2004, Kabupaten Klaten menduduki peringkat tiga dari tiga 

puluh lima Kota/ Kabupaten di Jawa Tengah, setelah Kabupaten Magelang 

sebesar 2.428.565 orang dan Kabupaten Demak sebesar 1.906.901 orang . 
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Setelah tahun 2004, kunjungan wisatawan ke Klaten mengalami 

penurunan, pada tahun 2005 jumlah kunjungan wisatawan turun sebesar 

215.153 orang menjadi 1.618.580 orang. Pada tahun 2006 jumlah 

kunjungan sebesar 1.132.494 orang, dan tahun 2007 turun lagi menjadi 

937.197 orang. 

 

D. Pendidikan 

Penduduk yang bersekolah pada jenjang SD – SMA/ SMK secara umum 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2005. Kondisi ini dapat 

dilihat dari jum lah murid yang tercatat pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Klaten. 

Selain fasilitas tempat belajar, ketersediaan tenaga pengajar juga cukup 

penting, rasio murid terhadap guru berkisar antara 8 – 14. Sedangkan jumlah 

anak putus sekolah pada tahun 2005 sebesar 741 murid dan tahun 2006 

sebesar 667 murid untuk sekolah negeri. Jumlah anak putus sekolah terbanyak 

ada pada tingkat non SMEA (swasta) 0,36%. 

 

E. Kondisi Ekonomi 

1. Keuangan Daerah 

Perkembangan Pendapatan Daerah selama lima tahun menunjukan 

arah yang positif. Pendapatan Daerah terlihat dari perkembangan yang 

lima tahun terakhir menunjukan kenaikan yang sangat signifikan, 

sebagaimana disajikan pada tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Klaten Tahun 2003-2008 
No. Jenis  

Pendapatan  
Jumlah (Rp) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Pajak 
Daerah 

8.605.562.041 10.291.535.387 9.732.205.843 13.052.631.723 14.638.314.886 6.913.927.461 

2 Retribusi 
 Daerah 

7.720.125.608 8.506.221.694 10.771.625.836 10.429.466.034 9.995.101.398 3.658.902.185 

3 Bagian Jasa 
 Usaha 
Daerah 

1.146.406.000 1.195.358.000 3.596.768.218 2.451.270.952 2.187.788.810 860.818.657 

4 Lain-lain 
 Pendapatan 

4.805.705.515 7.085.027.849 9.449.222.251 13.560.359.234 25.289.654.998 503.709.057 

 Jumlah 22.277.799.164 27.078.142.930 33.549.822.148 39.493.727.943 52.110.860.092 11.937.357.360 

Sumber :  Dipenda Kabupaten Klaten 
 Data Tahun 2008 adalah Data Semester I
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Peran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan karena 

memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah. Penggalian dari sumber ini harus mendapatkan perhatian khusus 

guna meningkatkan PAD dalam rangka menunjang pembangunan             

di Kabupaten Klaten. 

2. Pertanian  

Pertanian merupakan produk unggulan Klaten. Sejak dahulu Klaten 

dikenal sebagai lumbung beras, dan penghasil beras berkualitas tinggi 

seperti beras 

a. Tanaman Pangan 

Rojolele dari Delanggu. Potensi agrobisnis yang 

dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten adalah tanaman jagung 

untuk makanan ternak, tanaman tembakau jenis voorstenlanden, virginia  

dan tembakau asepen. Tanaman tumpang sari dikembangkan oleh 

masyarakat antara jahe dengan pohon jati yang dapat digunakan untuk 

bahan baku perusahaan mebel.(www.solo-kedu.com)  

Kabupaten Klaten merupakan penghasil padi terbanyak kedua di 

Jawa Tengah setelah Kabupaten Sukoharjo. Produksi paling besar 

adalah padi sawah dengan luas panen 54.803 hektar, produksi 301.683 

ton tiap tahun dan produktivitas rata-rata 55,05 kuintal/hektar. Padi 

ladang, memiliki luas panen 282 hektar, produksi 857 ton, dan 

produktivitas rata-rata 30,39 kuintal/hektar. Jagung, memiliki luas 

panen 7.994 hektar, produksi 31.467 ton, dan produktivitas rata-rata 

39,36 kuintal/hektar. Ubi kayu, memiliki luas panen 1.072 hektar, 
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produksi 18.109 ton, dan produktivitas rata-rata 169 kuintal/hektar. 

Kedele, memiliki luas panen 4.105 hektar, produksi 5.521 ton, dan 

produktivitas rata-rata 13,45 kuintal/hektar. Kacang tanah, memiliki 

luas panen 3.655 hektar, produksi 4.125 ton, dan produktivitas rata-

rata 11,29 kuintal/hektar. Kacang hijau, memiliki luas panen 247 

hektar, produksi 257 ton, dan produktivitas rata-rata 10,42 

kuintal/hektar. Ubi ja lar

b. Tanaman Buah-buahan 

, memiliki luas panen 6 hektar, produksi 75 

ton, dan produktivitas rata-rata 126 kuintal/hektar.  

Buah-buahan merupakan salah satu kom oditi unggulan 

Kabupaten Klaten. Yang terkenal dari Kabupaten ini adalah rambutan 

yang banyak dan manis. Secara umum buah-buahan di Kabupaten 

Klaten dibudidayakan oleh masyarakat umum. Selain rambutan, 

Kabupaten Klaten juga memiliki komoditi unggulan lainnya seperti 

pisang raja, pisang susu, mangga, duku, durian, pepaya, dan melinjo. 

Buah-buahan yang lain pun banyak terdapat di kabupaten ini tetapi 

memiliki kemiripan dengan daerah lain. Produktivitas yang tinggi dan 

terus meningkat tiap tahunnya menjadi salah satu peluang bisnis yang 

cukup menjanjikan. Seperti komoditi durian yang memiliki luas panen 

14.963 pohon dengan produksi tiap tahunnya 8.987 ton merupakan 

komoditi yang sangat dibutuhkan, tidak hanya untuk pemenuhan 

kebutuhan lokal bahkan hingga mancanegara. Lahan yang subur, luas 
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dan iklim  yang sangat sesuai menjadikan daya dukung tersendiri 

tingginya produktivitas buah-buahan di Kabupaten Klaten. 

c. Tanaman Obat-obatan 

Obat-obatan merupakan kebutuhan dasar dan menjadi salah satu 

kebutuhan mutlak keluarga. Bahkan dewasa ini ada kecenderungan 

pergeseran penggunaan obat-obat kimiawi ke arah obat-obat alami. 

Banyak studi-studi yang dilakukan perguruan tinggi untuk mengkaji 

obat-obatan alami. Hal ini menjadi salah satu tuntutan jaman yang 

harus dilakukan. Akan tetapi tuntutan tersebut dapat dipenuhi oleh 

Kabupaten Klaten. Daerah ini memiliki produktivitas tanaman obat-

obatan yang cukup tinggi. Tanaman obat-obatan yang menjadi 

unggulan adalah komoditi jahe, laos/lengkuas, kunyit, temulawak, 

lempuyang, temuireng dan mulai dikembangkan mengkudu. 

Kebutuhan tanaman obat-obatan ini ternyata sangat tinggi. Bukan 

hanya untuk kedokteran tetapi juga untuk jamu-jamu tradisional baik 

yang diproduksi secara massal oleh pabrik-pabrik modern maupun 

diproduksi secara konvensional. Jamu merupakan salah satu 

peninggalan nenek moyang masyarakat Jawa maka tradisinya pun 

tetap melekat hingga kini.  

Peluang bisnis di bidang tanaman obat-obatan menjadi terbuka 

lebar. Baik peluang bisnis untuk diolah menjadi obat modern maupun 

untuk jamu-jamu tradisional. Begitu pula Kabupaten Klaten yang 
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memiliki potensi produksi tanaman obat-obatan yang sangat besar dan 

beragam. 

d. Sayur-sayuran 

Tanaman sayur-sayuran di Kabupaten Klaten juga cukup 

berpotensi. Sebagian besar sayuran yang dibudidayakan adalah jenis 

cabe yaitu cabe besar dan cabe kecil. Produktivitas tiap tahunnya 

relatif besar yaitu 29,5 kg/pohon dan memiliki luas panen 1.314 

pohon. Komoditi ini selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 

juga untuk ekspor. Peluang bisnis di bidang sayur-sayuran ini sangat 

besar terutama pada jasa pengangkutan maupun pengolahan. Sebagian 

besar hasil komoditi dari Kabupaten Klaten dimanfaatkan untuk 

masyarakat sekitarnya saja.  

e. Tanaman Hias 

Kabupaten Klaten selain memiliki komoditi sayuran dan 

tanaman makanan juga memiliki potensi tanaman hias. Produksi 

tanaman hias juga cukup tinggi di mana dari tahun ke tahun ternyata 

peminat tanaman hias semakin bertambah bukan hanya dari sekitar 

Kabupaten Klaten tetapi juga dari wilayah sekitarnya. Peluang bisnis 

di bidang ini cukup besar, mengingat permintaan pasar dalam negeri 

dan luar negeri yang cukup besar.  
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F. Kondisi Sosial Budaya 

1. Kependudukan 

Dalam kurun waktu 1 tahun, penduduk Kabupaten Klaten mengalami 

kenaikan 5,58 persen menjadi 1.293.424 jiwa. Sedangkan pada tahun 2006 

mengalami pertumbuhan sebesar 0,56 persen bila dibandingkan tahun 

2005. Dampak dari pertumbuhan penduduk salah satunya adalah 

kepadatan penduduk. Selama lima tahun terakhir menunjukan kenaikan 

dari 1.962/km2 menjadi 1.973/km2. Tingkat kepadatan penduduk yang 

paling besar ada di Klaten Tengah sebesar 4.901/km2, sedangkan yang 

terendah di Kecamatan Kemalang sebesar 666/km2

Untuk komposisi penduduk, jumlah penduduk perempuan lebih 

besar dibandingkan laki-laki dengan rata-rata perbandingan 49 : 51. 

Sedangkan penduduk usia  produktif (usia  15-65 Tahun) sebesar 66,93 

persen dari total penduduk Kabupaten Klaten. 

. 

2. Ketenagakerjaan 

Dengan penambahan penduduk maka ada hal lain yang juga perlu 

diperhatikan, yakni masalah ketenagakerjaan. Dari kelompok umur 

produktif, kelompok umur 15-19 tahun merupakan jum lah terbesar. Pada 

tahun 2006 jumlah pencari kerja sebanyak 15.762 orang, dengan tingkat 

pendidikan terbanyak adalah SMU/SMK sebanyak 11.685 orang, kondisi 

ini menunjukkan penurunan 18,61 persen dibanding tahun 2005. 
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3. Kebudayaan 

Kebudayaan merupakan hasil karya cipta manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya. Kebudayaan dapat berupa barang, jasa, karya maupun 

pemikiran. Dalam hal ini, kebudayaan yang akan dibicarakan adalah karya 

manusia berupa barang, yang berbentuk candi, masjid dan makam. Hingga 

tahun 2008, unsur kebudayaan di Kabupaten Klaten yang berupa situs 

bersejarah masih tetap utuh. Hal ini menunjukan, bahwa perhatian 

pemerintah Kabupaten Klaten sangat tinggi terhadap pelestarian 

kebudayaan. Banyak situs bersejarah, baik yang berupa candi, masjid dan 

makam mengindikasikan bahwa Kabupaten Klaten pada masa lampau 

telah memiliki kekayaan budaya yang di dalamnya memiliki nuansa 

religius. 

4. Agama 

Kehidupan beragama yang harmonis sangat didambakan masyarakat. 

Hal ini terlihat dari tempat-tempat peribadatan yang ada di sekitar warga, 

seperti masjid, gereja, dan pesantren. 

Jumlah tempat peribadatan menunjukan kecenderungan peningkatan 

dari tahun ke tahun. 

 

G. Pemerintahan 

1. Wilayah Administrasi 

Kabupaten Klaten terbagi dalam 26 kecamatan, 391 desa dan 10 

kelurahan. Seluruh desa yang ada merupakan desa swasembada. 
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Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Cawas sebanyak 20 

desa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kalikotes dan 

Kecamatan Kebonarum, masing-masing 7 desa. 

2. Kepegawaian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Kabupaten Klaten, Tahun 2008, PNS Golongan III memiliki 

jumlah tertinggi, yaitu sebesar 7.175 orang. Sedangkan jumlah Pegawai 

Negeri Golongan I menduduki jumlah paling kecil, yaitu 525 orang pada 

semester I tahun 2008. 

Mengingat kapasitas aparatur yang beragam maka perhatian terhadap 

peningkatan kualitas aparatur pemerintah harus selalu ditingkatkan 

(kaderisasi dan skill), karena akan berdampak pada kualitas pelayanan 

pada masyarakat dan dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintahan. 

3. Organisasi Daerah 

Keorganisasian daerah Kabupaten Klaten terdiri dari 7, yaitu 

sekretariat dewan, sekretariat daerah, kecamatan, dinas, bagian, kantor, 

dan badan sebagaimana disajikan pada tabel 4.5. 
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Tabel 4.5 
Organisasi Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2003-2008 
No  Organisasi 

Daerah 
 Jumlah 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 
1 Sekretariat 

Dewan 
1 1 1 1 1 1 

2 Sekretariat 
Daerah  

1 1 1 1 1 1 

3 Badan 4 4 4 4 4 4 
4 Dinas 7 7 7 7 7 7 
5 Kantor 12 12 12 12 13 13 
6 Bagian 8 8 8 8 8 8 
7 Kecamatan 26 26 26 26 26 26 
 Jumlah 59 59 59 59 60 60 

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, Tahun 2008 
 Data Tahun 2008 adalah Data Semester I 
 

Dari tahun 2003 hingga semester I tahun 2008 tidak ada perubahan, 

kecuali pada jumlah kantor bertambah 1 yaitu kantor pelayanan terpadu, 

sehingga jumlah kantor menjadi 13 untuk tahun 2007. Perubahan struktur 

akibat otonomi daerah harus tetap mengacu pada aspek efektivitas dan 

efisiensi dan bukan tujuan yang lain. 

4. Pertanahan 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten pada tahun 2006 telah 

menerbitkan sertifikat sebanyak 12.478 buah. Sebanyak 96,62 persen 

merupakan sertifikat hak milik.
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Klaten ini adalah untuk mengetahui 

kontribusi pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah, efektivitas 

dan efisiensi, serta bagaimana hubungan pendapatan pariwisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Data utama 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah daftar anggaran dan realisasi 

Pendapatan Daerah, yang memuat data realisasi penerimaan pariwisata serta 

dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA 

SKPD), yang memuat data belanja Kantor Pariwisata. 

Pendapatan Pariwisata  merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli 

Daerah. Pendapatan Pariwisata Kabupaten Klaten terdiri dari Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olah Raga, serta Retribusi Ijin Penyelenggaraan Bidang 

Kepariwisataan. 

 

A. Analisis Data 

1. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Untuk menjawab rumusan masalah pertama dilakukan analisis untuk 

mengetahui berapa besar Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten, dilakukan dengan 

menggunakan rumus : 
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 Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata 
    Kontribusi Pendapatan =  ————————————————  X 100 % 

    Sektor pariwisata        Pendapatan Asli Daerah 
 
 

Untuk dapat mempermudah dalam melakukan perhitungan, maka 

disajikan Realisasi Pendapatan Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten Klaten selama lima tahun, dari tahun 2003 sampai 

dengan tahun 2007. 

 
Tabel 5.1 

Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata  
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten 

Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 
Tahun Anggaran Realisasi Pendapatan 

Sektor Pariwisata 
(Rp) 

Pendapatan 
Asli Daerah 

(Rp) 

Kontribusi 
(%) 

2003 620.416.531 22.277.799.164 2,78 
2004 772.353.778 27.078.142.930 2,85 
2005 837.459.477 33.549.822.148 2,49 
2006 393.463.600 39.493.727.943 0,99 
2007 421.950.000 52.110.860.092 0,81 

Rata-rata 609.128.677 34.902.070.455 1,98 
Sumber : DIPENDA Kabupaten Klaten (data diolah penulis) 

2. Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata 

Menghitung Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata dengan 

rumus sebagai berikut: (Mahmudi, 2007:129) 

Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata 
Efektivitas = —————————————————————  X 100% 

  Target Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata 
 

Untuk menentukan efektif tidaknya Pendapatan Sektor Pariwisata 

digunakan kriteria sebagai berikut: (Anthony-Dearden-Bedford,1993:10) 
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(1) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan 

Sektor Pariwisata) semakin besar (>100%) terhadap nilai 

pencapaian sasaran tersebut (target Pendapatan Sektor Pariwisata) 

maka dapat dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata 

semakin efektif. 

(2) Apabila kontribusi keluaran yang dihasilkan (realisasi Pendapatan 

Sektor Pariwisata) semakin kecil (<100%) terhadap nilai pencapaian 

sasaran tersebut (target Pendapatan Sektor Pariwisata) maka dapat 

dikatakan penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata kurang efektif. 

Tabel 5.2 
Efektivitas Pendapatan Pariwisata Kabupaten Klaten 

Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 

 Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah penulis) 

3. Efisiensi Belanja Sektor Pariwisata 

Menghitung Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata dengan rumus sebagai 

berikut: 

Belanja Sektor Pariwisata 
Efisiensi =   ——————————————————— x100%  
 Realisasi Penerimaan Pendapatan Sektor Pariwisata 

 

 

 
Tahun Anggaran 

Realisasi 
(Rp) 

Target 
(Rp) 

Efektivitas  
(%) 

keterangan 

     
2003 620.416.531 608.935.000 101,86 efektif 
2004 772.353.778 696.000.000 110,97 efektif 
2005 837.459.477 830.500.000 100,83 efektif 
2006 393.463.600 408.260.000 96,37 tdk. efektif 
2007 421.950.000 435.300.000 96,93 tdk. efektif 

Rata-rata 609.128.677 595.799.000 101,40 efektif 
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Karena dalam penelitian ini yang dilihat adalah kecenderungan 

efisiensi apakah semakin naik, semakin turun, atau relatif sama maka 

semakin kecil rasio efisiensi menunjukan kinerja pariwisata semakin baik. 

 
Tabel 5.3 

Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata 
Pemerintah Kabupaten Klaten 

Tahun 2003 sampai dengan 2007 
Tahun 

 
Belanja Sektor  
Pariwisata (Rp) 

Realisasi Pendapatan 
(Rp) 

Efisiensi 
(%) 

keterangan 

2003 955.050.000 620.416.531 153,93 tdk. efisien 
2004 1.550.430.000 772.353.778 200,74 tdk. efisien 
2005 1.790.560.000 837.459.477 213,81 tdk. efisien 
2006 2.314.947.000 393.463.600 588,35 tdk. efisien 
2007 5.629.338.000 421.950.000 1.334,12 tdk. efisien 

Rata-rata   498,19 tdk. efisien 
Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah penulis) 
 Dinas Pariwisata Kab. Klaten 
 

Untuk mengetahui kecenderungan efisiensi Pendapatan Pariwisata 

Kabupaten Klaten selama lima tahun anggaran tersebut dapat diketahui 

melalui trend efisiensi dengan menggunakan analisis Least Square dengan 

rumus:  

Y’ = a + bx 

Dimana : 

Y’ = trend efisiensi Pendapatan sektor Pariwisata 

a  = konstanta yang akan menunjukan besarnya nilai Y apabila x = 0 

b  =  variabilitas permintaan x yaitu besarnya perubahan nilai Y dari 

setiap perubahan suatu unit x 

x  = tahun 
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tabel 5.4 menunjukan trend efisiensi Pendapatan Pariwisata 
 

Tabel 5.4 
Trend Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata 

Pemerintah Kabupaten Klaten 
Tahun 2003 sampai dengan 2007 

Tahun Tingkat Efisiensi X XY X Y’ (%) 2 

2003 153,93 -2 -307,86 4 -51,40 
2004 200,74 -1 -200,74 1 223,39 
2005 213,81 0 0 0 498,19 
2006 588,35 1 588,35 1 772,99 
2007 1.334,12 2 2.668,24 4 1.047,79 

jumlah 2.490,97  2.747,99 10  
 

Nilai a dan b dapat dicari dengan rumus : 

a = ∑Y = 2.747,99 =  498,19   b = ∑XY  = 2.747,99
        n          5              x

 = 274,80 
2 

 
10 

Dari tabel 5.4 dapat diketahui bahwa Belanja Pariwisata cenderung naik  

dan tidak diikuti kenaikan pendapatan atau dengan kata lain Pendapatan 

Pariwisata Kabupaten Klaten semakin tidak efisien. 

Jika menggunakan grafik akan tampak seperti berikut : 
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4. Korelasi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Untuk mengukur seberapa pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Klaten dilakukan analisis Product 

Moment. Teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data kedua variabel 

berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih 

adalah sama. (Sugiyono, 2002:212) 

Setelah dilakukan pengolahan data dengan menggunakan program 

SPSS 12.0 for windows, hasilnya sebagai berikut: 

  
Tabel 5.5 

Output Korelasi 
SPSS 12.0 

    pad pariwisata 
pad Pearson 

Correlation 1 -.638 

  Sig. (2-tailed) . .246 
  N 5 5 
pariwisata Pearson 

Correlation -.638 1 

  Sig. (2-tailed) .246 . 
  N 5 5 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui korelasi antara Pendapatan 

Pariwisata  dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar -0,638. Angka tersebut 

menunjukan korelasi yang kuat, sedangkan tanda ‘-‘ menunjukan arah 

yang berkebalikan.  
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Bagian kedua dari tabel di atas menjelaskan apakah hasil uji 

korelasi yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk 

menjelaskan hubungan dua variabel. 

Hipotesis : 

Ho : Tidak ada hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan 

pendapatan asli daerah 

Ha : Terdapat hubungan antara pendapatan sektor pariwisata dan 

pendapatan asli daerah. 

Dasar pengambilan keputusan : 

a. Berdasarkan Probabilitas 

1) Jika Probabilitas > 0,05, maka Ho diterima, 

2) Jika Probabilitas < 0,05, maka Ho ditolak. 

Dari tabel output di a tas menunjukan bahwa probabilitas 0,246 

lebih besar dari 0,05 (Ho diterima) atau dengan kata lain tidak ada 

hubungan yang signifikan antara pendapatan pariwisata dengan 

pendapatan asli.  

b. Berdasarkan tanda * yang diberikan SPSS 

Signifikan tidaknya korelasi dua variabel bisa dilihat dari adanya tanda 

* pada pasangan data yang dikorelasikan. Dari tabel output korelasi 

diatas tidak terdapat tanda *, maka dapat diterjemahkan, korelasi 

antara Pendapatan Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah tidak 

signifikan. 
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B. Pembahasan 

1. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Tabel 5.6 
Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata 

Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2007 

Tahun 
Anggaran 

Pendapatan Sektor 
Pariwisata 

(Rp) 

Pendapatan 
Asli Daerah 

(Rp) 

Persentase 
 

(%) 
2003 620.416.531 22.277.799.164 2,78 
2004 772.353.778 27.078.142.930 2,85 
2005 837.459.477 33.549.822.148 2,49 
2006 393.463.600 39.493.727.943 0,99 
2007 421.950.000 52.110.860.092 0,81 

Rata-rata 609.128.677 34.902.070.455 1,98 
Sumber : Dipenda Kab. Klaten(data diolah penulis) 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa 

kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kab. Klaten hanya berkisar antara 0,81 % sampai 2,85 %. Dari tingkat 

kontribusi dapat dilihat bahwa Pendapatan Sektor Pariwisata memberikan 

kontribusi kecil terhadap Pendapatan Asli Daerah di kab. Klaten. 

Rata-rata kontribusi yang diberikan Pendapatan Sektor Pariwisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah selama tahun 2003 sampai dengan tahun 

2007 adalah 1,98 %. Sedangkan kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata 

terhadap Pendapatan Asli Daerah terbesar terjadi pada tahun 2004 dengan 

kontribusi 2,85 % dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2007 dengan 

kontribusi 0,81 %. 
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2. Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata 

Table 5.7 
Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata 

Tahun 2003 sampai dengan 2007 
 

 

 

 

 

 Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah penulis) 

Hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan kemampuan Kantor 

Pariwisata dalam menjalankan tugas pemungutan pendapatan pariwisata 

cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari hasil penerimaan pendapatan 

pariwisata, mencapai target yang diharapkan, dengan rata-rata rasio 

efektivitas 101,40 % dalam kurun waktu tahun 2003 sampai dengan tahun 

2007. Tetapi jika dilihat dari target pendapatan dari tahun ke tahun yang 

cenderung mengalami penurunan diikuti pula dengan penurunan rasio 

efektivitas, nampaknya kinerja pemungutan pendapatan sektor pariwisata 

belum optimal. Tahun 2006 target pendapatan pariwisata Rp 408.260.000 

dengan realisasi Rp 393.463.600, sehingga rasio efektivitas sebesar 

96,37% merupakan rasio efektivitas terendah. Sedangkan rasio efektivitas 

tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebesar 110,97 % dengan target 

pendapatan pariwisata Rp 696.000.000 dan realisasinya Rp 772.338.778. 

 

 

Tahun 
Anggaran 

Realisasi 
(Rp) 

Target 
(Rp) 

Efektivitas  
(%) 

Keterangan  

     
2003 620.416.531 608.935.000 101,86 efektif 
2004 772.353.778 696.000.000 110,97 efektif 
2005 837.459.477 830.500.000 100,83 efektif 
2006 393.463.600 408.260.000 96,37 tdk. efektif 
2007 421.950.000 435.300.000 96,93 tdk. efektif 

Rata-rata 609.128.677 595.799.000 101,40 efektif 
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3. Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata 

Tabel 5.8 
Efisiensi Pendapatan Sektor Pariwisata 

Pemerintah Kabupaten Klaten 
Tahun 2003 sampai dengan 2007 

Tahun 
 

Belanja Sektor  
Pariwisata 

(Rp) 

Realisasi 
Pendapatan 

(Rp) 

Efisiensi 
(%) 

keterangan 

2003 955.050.000 620.416.531 153,93 tdk. efisien 
2004 1.550.430.000 772.353.778 200,74 tdk. efisien 
2005 1.790.560.000 837.459.477 213,81 tdk. efisien 
2006 2.314.947.000 393.463.600 588,35 tdk. efisien 
2007 5.629.338.000 421.950.000 1.334,12 tdk. efisien 

Rata-rata   498,19 tdk. efisien 
Sumber : Dipenda Kab. Klaten (data diolah penulis) 

Dinas Pariwisata Kab. Klaten 
 

Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi dari tahun 

2003 sampai dengan tahun 2007 mengalami kenaikan yang sangat 

signifikan, dari yang terendah pada tahun 2003 sebesar 153,9 % menjadi 

1.334 % pada tahun 2007, dan dengan rata-rata tingkat efisiensi 498,19 % 

hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kantor Pariwisata Kabupaten Klaten 

semakin tidak efisien.  

4. Korelasi  

Dari perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui bahwa antara 

Pendapatan Sektor Pariwisata dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 

Klaten menunjukan hubungan negatif yaitu sebesar 0,638, tidak signifikan 

(Ho diterima) atau dengan kata lain  menunjukan tidak ada hubungan 

antara pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah.
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian ini, 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten klaten tertinggi terjadi pada tahun 2004, dengan nilai kontribusi 

sebesar 2,85 %, kontribusi terendah terjadi pada tahun anggaran 2007 

yaitu sebesar 0,81 % dengan rata-rata kontribusi Pendapatan Sektor 

Pariwisata sebesar 1,98 %. Berdasarkan nilai rata-rata kontribusi 

pendapatan sektor pariwisata dalam kurun waktu tahun 2003 sampai 

dengan 2007 yang hanya sebesar 1.98 % dari total pendapatan asli daerah 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kurun waktu yang diteliti,  

pemerintah Kabupaten Klaten belum dapat mengandalkan Pendapatan 

Sektor Pariwisata sebagai unggulan dalam penyusun Pendapatan Asli 

Daerah. 

2. Efektivitas Pendapatan Sektor Pariwisata tertinggi terjadi pada tahun 2004 

dengan nilai 110,97 %, sedangkan efektivitas terendah terjadi pada tahun 

2006 dengan nilai 96,37%, dan rata-rata nilai efektivitas sebesar 101,40 %. 

Dengan nilai rata-rata efektivitas 101,40 %, pendapatan sektor pariwisata  
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masuk dalam kategori efektif karena realisasi pendapatan telah melampaui 

target yaitu 100 %. 

3. Efisiensi Pendapatan Pariwisata Kabupaten klaten berkisar antara 153,93 

% sampai dengan 1.334,12 %, dengan rata-rata 498,19 %. Pendapatan 

Pariwisata Kabupaten Klaten cenderung tidak efisien karena realisasi 

belanja melebihi realisasi pendapatan. 

4. Dari hasil perhitungan korelasi product moment antara pendapatan Sektor 

Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai r sebesar –

0,638 dan tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan tidak ada 

hubungan antara Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli 

Daerah. 

B. Keterbatasan Masalah 

1. Semua data yang ada dalam penelitian ini berdasarkan informasi yang 

diperoleh langsung dari Kantor Dinas Pariwisata dan Dinas Pendapatan 

Daerah. Data tersebut diterima dengan asumsi bahwa semua data adalah 

benar dan sesuai dengan kenyataan. 

2. Untuk menentukan efisiensi penulis tidak menggunakan biaya 

pemungutan seperti dalam rumus asli yang dikemukakan Mahmudi, 

namun menggunakan total belanja pariwisata. Hal ini dikarenakan pada 

Dinas Pariwisata Kabupaten Klaten tidak terdapat data mengenai biaya 

pemungutan. Untuk perhitungan efisiensi, penulis menggunakan data  

belanja setelah perubahan, bukan realisasi belanja. 
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3. Dalam menganalisis data untuk menjawab rumusan masalah efektivitas 

dan efisiensi penulis melakukan sedikit penyesuaian rumus asli agar sesuai 

dengan data yang diperoleh. 

C. Saran 

1. mengingat besarnya potensi pariwisata yang dimilki Kabupaten Klaten, 

maka hendaknya Dinas Pariwisata dapat lebih bisa memanfaatkan potensi 

yang ada untuk meningkatkan kontribusi pendapatan pariwisata terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, antara lain dengan cara menaikkan penerimaan 

pendapatan pariwisata, misalnya dengan melakukan penertiban retribusi 

izin usaha bidang pariwisata. 

2. Dalam penelitian ini, pendapatan pariwisata Kabupaten Klaten sudah dapat 

dikategorikan efektif, namun untuyk lebih meningkatkan rasio efektivitas 

dapat dilakukan perencanaan penerimaan pendapatan pada awal tahun 

anggaran. 

3. Untuk mencapai efisiensi pendapatan pariwisata, dapat dilakukan seleksi 

belanja yang bersifat jangka pendek pada saat perencanaan anggaran 

belanja, misalnya mengurangi anggaran perjalanan dinas. 

4. Diperlukan kreativitas yang tinggi dalam mengemas pariwisata dan 

bahkan menciptakan tempat wisata baru sangat mungkin dilakukan karena 

karakteristik wilayah Klaten yang mendukung seperti halnya terletak di 

lereng Gunung Merapi yang memiliki banyak sumber mata air yang dapat 

digunakan untuk membuat tempat wisata baru misalnya wahan wisata air 

yang nantinya selain sebagai penambah pendapatan daerah juga dapat 
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menaikkan kesejahteraan masyarakat sekitas dan juga dapat mendatangkan 

investor baik dari Klaten sendiri maupun luar Klaten. 
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